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STANDAR PELAYANAN PERADILAN
PENGADILAN NEGERI TERNATE

Pengadilan Negeri Ternate sebagal salah satu Pengadilan Tingkst Pertama. dalam
Peradilan  Umum menjalankan tugas pokok vaitu menerima, memeriksa dan
memutus/menyelesaikan perkara - perkara pidana dan perdata yang diajukan telah
dilaksanakannya sesuai Pearaturan Perundang-Undangan vyang beriaku.  Untuk
melaksanakan tugas pokok tersebut maka dj susunlah Standar Pelayanan Pengadilan
Negeri Ternate sebagai berikut -

STANDAR PELAYANAN UMUM

Dasar Hukum

HIR/Rbg,

Undang-Undang Nomar 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Undang-Undang Momor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,

SK MA Nomor © KMAJOI2ISKITVI2006 tentang Pemberlakuan Buku || Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pangadilan,

7. SK KMA No.28/KMAISKIIII2012 tentang standar pelayanan

Dot AWM

PELAYANAN PERSIDANGAN :

1 Sidang Pengadilan Megeri Termate dimulai pada pukul 08.00 WIT. Dalam hal sidang
teriunda pelaksanaannya, maka Pengadilan Negeri Ternate akan memberikan
informasi mengenai alasan penundaan kepada para pencari keadilan maupun
masyarakat umum baik melalui Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan
Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Ternate .

2 Pemanggilan para pihak dapat dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh
Fetugas Pengadilan agar masuk keruang sidang untuk pemeriksaan perkara
berdasarkan sistem antrian: atau pemanggilan para pihak oleh Petugas Pengadilan
dibagi menjadi dua sesi, yaitu sesi pagi dari pukul 08.00-12.00 WIT dan sesi siang dari
pukul 13.00-16.30 WIT. Pemeriksaan perkara dilakukan berdasarkan sistem antrian.

i Pengadilan Negeri Termate mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada
Papan pengumuman, situs resmi pengadilan dan media lainnya yang mudah dilihat
masyarakat,

4+ Pengadilan Negeri Ternate menyediakan juru bahasa atau penerjemah  untuk
membantu pencari keadilan yang tidak memahami Bahasa Indonesia atau memiliki
kebutuhan khusus untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan
lersebut, masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada
Ketua Majelis Hakim sebelum sidang dimulai; atau dapat mengajukannya secara lisan
di hadapan Majelis Hakim,

a2 Pencari keadilan dan masyarakal berhak memperoleh informasi dari Pengadilan
Neger Ternate mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranys
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melalui meja informasi, situs pengadilan atau media informasi lainnya.
Permohonan untuk mendapatkan informasi i Pengadilan MNegeri Ternaie tidak
dikenakan biaya.

BIAYA PERKARA

1

2

Masyarakat lidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan pengadilan pada perkara
pidana,

Besarnya panjar biaya perkara dalam perkara perdata ditetapkan melalui Surat
Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Ternate dengan Ketua Pengadilan
Agama Ternate Nomor W28-UZ/HK.30//2019 dan W28-A1/105/HK.301/1/2019 yang
diumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman dan VWebsite resmi
Pengadilan Negeri Temate, unluk perkara yang digjukan melalui Ecourt diperhitungkan
secara olomatis dengan data radius biaya perkara yang telah terinpute dalam data
Komdanas .

Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara Perdata di Pengadilan Negeri
Ternale yang besarannya ditetapkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
Fihak pemohon atau Penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun yang
tidak tertera di SKUM.

Penentuan besar kecilnya panjar biaya perkara Perdata didasarkan pada banyaknya
jumiah para pihak yang berperkara dan jauh dekainya jarak tempuh ketempat para
pihak yang dipanggil serta biaya administrasi yang dipertanggungjawabkan dalam
putusan.

Masyarakat dapat melakukan pembayaran biaya perkara melalui bank, kecuali di
daerah tersebut tidak ada bank. Pegawai pengadilan tidak dibenarkan menerima
pembayaran biaya perkara langsung dari pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).
Pengadilan hanya akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang
telah dibayarkan telah tidak mencukupi.

Pengadilan wajib memberitahukan dan mengembalikan kelebihan biaya perkara yang
tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam
waktu & (enam) bulan setelsh pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang tersebut
akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat diambil lzgi oleh pihak berperkara
(SEMA No. 4/2001)

Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM yang
terdini dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya banding sebagaimana
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi :

Penyelenggara Layanan Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya
hukum kasasi/peninjauan kembali yang ditetapkan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya
pencatatan pemyataan kasasi, biaya kasasilpeninjauan kembali yang ditetapkan Ketua
Mahakamah Agung, biaya pengiriman uang melalui bank ke rekening Msahkamah
Agung, ongkos kirim berkas dan biaya pemberitahuan kepada para pihak.

10. Biaya permohonan kasasifpeninjauan kembali untuk Mahkamah Agung dikirim melalui

Bank BRI Cabang Veteran-Jl. Veteran Raya Mo. 8 Jakarta Pusat: Rekening Nomor
31.46.0370.0 dan bukti pengirimannya dilampirkan dalam berkas perkara yang
bersangkutan.

11. Pengembalian sisa penjar biaya perkara dikembalikan melalui nomor rekening bagl

Penggugat/pemohon yang melampirkan surat pernyataan pengembalian sisa panjar
biaya perkara ke nomar rekening vang bersangkutan



C PELAYANAN BANTUAN HUKUM (SEMA NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN

BANTUAN HUKUM).

L. Masyarakat dapat menggunakan leyanan bantuan hukum yang disediakan oleh
Pengadilan Negeri Temate |

Z Pengadilan Negeri Ternate menyediakan Pos Bantuan Hukum {Posbakum) yang
mudah diakses oleh pihak-pihak yang tidak mampu,

3. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Megeri Ternate menyediakan Advokat
Piket yang bertugas pada Posbakum dan memberikan layanan hukum sebagai
berikut:

a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hiukum;

b Bantuan pembuatan dokumen hukum:

¢ Advis konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara pidana
maupun perkara perdata:

d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk pembebasan pembayaran biaya
perkara sesuai syarat yang berlaku;

e. Rujukan kepada Kefua Pengadilan Negeri untuk mendapat bantuan jasa advokat
sesuai syarat yang berakuy,

4. Pengadilan Negeri Temate memberikan layanan pembebasan biaya perkara {prodeaq)
kepada pihak- pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada
Ketua Pengadilan atau kepada Ketus Majelis Hakim.

5 Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang
berkaitan dengan pemeriksaan prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain -
Diaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksifsaksi ahli, biaya
meterai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/foto copy, biaya pemberkasan dan
biaya pengiriman berkas.

6. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan sural permohonan berperkara
secara prodeo (Cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya kepada Ketua
Pengadilan Negeri Ternate dengan melampirkan :

i Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; atau

b, Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin atau
Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat {Jamkesmas) atau Kartu Program Keluarga
Harapan (PKH) atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT).

c. Sural pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan
Aukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri,

7. Jika pemohon prodeo tidsk dapat menulis atau membaca maka permohonan beracara
secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua Pengadilan.

B Prosedur permohonan berperkara secara prodeo |

a. Permohonan diajukan secara lisan atau terulis kepada Ketua Pengadilan Tingkat
Pertama dengan dilampini dokumen pendukung.

b. Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan itu dicatat oleh
Panitera, Hakim yang ditunjuk (Hakim yang menyidangkan pada tingkat pertama)
memerintahkan Paniters untuk memberitahukan permohonan itu kepada pihak
lawan dan memerintahkan untuk memanggil kedua belah pihak supaya datang di
muka Hakim untuk ditakukan pemeriksaan tentang ketidakmampuan pemohon.

¢. Dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan,
Pengadilan Tingkat Pertama mengirimkan berita acara hasil pemeriksaan dilampir
permohonan izin beracara secara prodeo dan dokumen pendukung ke Pengadilan,
yang berwenang memutus perkara yang dimohonkan tersebut, untuk diputus
apakah dikabulkan atau tidak,

d. Jika permohcnan dianggap memenuhi syarat maka diberikan penetapan ijin
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berperkara secars prodeo. Izin beracara secars prodeo diberikan Pengadilan atas
perkara yang diajukan pada tingkatan pengadilan tertentu saja.

e Jika ternyata pemohon Orang yang mampu maka diberikan penetapan tidak dapat
berperkara secara prodeo dan pemohon harus membayar biaya seperti layaknya
berperkara secara umum.

Pengadilan Megeri Ternate menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo

dengan memperhatikan anggaran yang tersedia Ketersediaan anggaran tersebut

diumumkan kepada masyarakal secara berkala melalui papan pengumuman
pengadilan atau media lain yang mudah diakses.

KEPANITERAAN PIDANA
PELAYANAN PERSIDANGAN DALAM PERKARA PIDANA

1.

Pengadilan Neger Temate menyediakan ruang tunggu khusus yang terpisah di
pengadilan bagi terdakwalkorban/saksi-saksi dalam hal diperlukan serta jaminan
keamanan yang memadai, Jika tidak dimungkinkan, maka Pengadilan akan mengatur
lempat terpisah disesuikan dengan kondisi di Pengadilan Negen Temate:

Saksi atau korban dapat mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk
mendapatkan pemeriksaan terpisah tanpa kehadiran salah satu pihak apabila yang
bersangkutan merasa tertekan atau terintimidasi secara psikologis. Majelis Hakim akan
mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memperhatikan kondisi psikologis
pemahon

Pengadilan Negeri Ternate menyelesaikan perkara pidana dengan memperhatikan

jangka waktu penahanan. Terdskwa wajib dilepaskan dari tahanan jika jangka batas

wakiu penshanan terlampaui. Secara khusus jangka waklu penyelesaian perkara pada
waktu perkara pidana adalah sebagai berikut -

- Perkara pidana umum harus diputus dan diselesaikan paling lama 5 (lima) bulan
sejak perkara didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal Terdakwa fidak
ditahan (SEMA No.2 Tahun 2014);

- Perkara pidana yang Terdakwanya ditahan akan diputus dan diselesaikan oleh
Fengadilan paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum masa tahanan berakhir

- Jangka waktu penyelesaian perkara pidana khusus seperti perkara anak yang
masa penahanannya terbatas menyesuaikan ketentuan Undang-Undang :

Pengadilan Negeri Ternate menyampaikan salinan putusan perkara pidana dalam

jangka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak putusan diucapkan kepada Kejaksaan,

Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, Penyidik dan Terdakwa/

Penasihat Hukumnya

Pengadilan Negeri Temate mengirimkan putusan pada tingkat banding kepada

Terdakwal/Kuasa Hukumnya paling lama 1 x 24 jam setelah putusan di terima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate

Pengadilan Negeri Ternate mengirimkan putusan pidana pada tingkat kasasi kKepada

Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 1 x 24 Jam setelah putusan di terima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temate:

Pengadilan Negeri Ternate menyampaikan petikan putusan pidana kepada Terdakwa

dan Jaksa Penuntut Umum segera setelah putusan diucapkan. Apabila putusan

diucapkan pada sore hari maka penyampaian petikan putusan dilakukan pada hari
kerja berikutnya.



8 Pelayanan persidangan perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
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Dasar Hukum -

Undang-LUndang Momor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang- Undang
Momor 23 tahun 2002 lentang Perdindungan Anak -

Pengadilan wajib menyediakan fuang tunggu dan ruang sidang khusus untuk
Persidangan Anak :

Hakim wajib untuk melindungi Hak Privasi Anak dan menghindarkan anak dari
lekanan Psikologis, maka dengan menyelenggarakan sidang dalam ruangan
tertutup,

Hakim dalam sidang anak tidak mengenakan Toga ;

Hakim wajib memastikan adanya dampingan dari Orang Tua atau WalifOrang Tua
Asuh atau Penasihat Hukum atau Pembimbing Kemasyarakatan oleh Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) untuk mendampingi dan menjelaskan berbagai hal yang
bermanfaat bagi kepentingan anak di persidangan :

Dalam  hal diperlukan penahanan maka keputusan menahan harus
mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan anak atau kepentingan
masyarakat Tempat penahanan bagi anak dipisahkan dari orang dewasa.
Persidangan perkara anak didahulukan dari persidangan perkara pada umumnya,

B. PELAYANAN ATAS PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PENETAPAN
PENGADILAN DAN PERMOHONAN LAINNYA YANG DIAJUKAN MELALUI MEJA

PTSP;

1. Permohonan izin/persetujuan penggeledahan oleh Penyidik

i

a

Persyaratan yang harus dilengkap adalah :

- Surat pengantar;

- Surat Perintah Dimulainya Penyidikan atau SPDP (dalam hal sudah
dimulainya penyidikan) ;

- Surat Perintah Penyidikan {dalam hal sudah dimulainya penyidikan);

- Sural perintah penggeledahan;

- Laporan / Resume Perkara -

Jika persyaratan tersebut distas sudah dinyatakan lengkap maka petugas PTSP

Kepaniteraan Pidana langsung menerima permohonan untuk dinpute kedalam

aplikasi PTSP dan melalui Kepanitersan Pidana segera mengajukan kepada

Ketua Pengadilan Negeri Temate untuk mendapatkan disposisi yang diteruskan ke

Panitera serta Kepaniteraan Pidana untuk dibuatkan dokumen penetapan :

Lama proses untuk mengeluarkan penetapan tersebut dari berkas dinyatakan

lengkap hingga penyerahan kepada penyidik atau pengguna layanan paling lama

1 {satu) jam ;

Jika terjadi keterlambatan pelayanan yang melebihi waktu tersebut diatas yang

disebabkan karena kelalaian pefugas maka petugas yang bersangkutan harus

mengantarkan penetapan tersebut secara langsung ke alamat pemohaon /

pengguna layanan segera sefelah dokumen tersebut selesai dibuat;

Permintaan dokumen penetapan diatas fidak dikena kan biaya.

2 Permohonan izin / persetujuan penyitaan oleh Penyidik / pengguna layanan:
a Persyaratan yang wajib dilengkapi adalah

- Surat pengantar:
- Surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP (dalam hal telah dimulainya
penyidikan)



- Surat Perintah Penyidikan (dalam hal telah dimulainya penyidikan):
- Surat perintah penyitaan:

- Berita acara penyitaan

- Laporan / Resume Perkara:

o Jika persyaratan tersebut diatas sudah dinyatakan lengkap maka petugas PTSP
Kepaniteraan Pidana langsung menerima permohonan untuk dinpute kedalam
aplikasi PTSP dan melalui Kepaniteraan Pidana segera mengajukan kepada Ketua
Pengadilan untuk mendapatkan disposisi yang diteruskan ke Panitera serta
Kepaniteraan Pidana untuk dibuatkan dokumen penetapan ;

¢ Lama proses untuk mengeluarkan penetapan tersebut dihitung sejak berkas
dinyatakan lengkap hingga penyerahan kepada penyidik atau pengguna layanan
paling lama 1 (satu) jam:

d Jika terjadi keterlambatan pelayanan yang melebihi  wakiu tersebut diatas yang
dizebabkan karena kelalaian petugas maka pelugas yang bersangkutan harus
mengantarkan penetapan tersebut secars langsung ke alamat pemohan |/ pengguna
layanan segera setelah dokumen tersebut selesai dibuat;

e Permintaan dokumen penetapan diatas tidak dikenakan biaya.

3. Permohonan Perpanjangan Penahanan aleh Penyidik! Penuntut Umum

a Persyaratan yang waijib dilengkapi adalah :

- Sural pengantar;

- Surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP)

- Surat perintah penyidikan;

- Surat perintah penahanan tingkat penyidik;

- Berita acara penahanan tingkat penyidik:

- Surat perintah perpanjangan penahanan oleh penuntut umum:
- Berita acara perpanjangan penahanan:

- Laporan f Resume:

b Jika persyaratan tersebut diatas sudah dinyatakan lengkap maka petugas PTSP
Kepaniteraan Pidana langsung menerima permohonan untuk dinpute kedalam
aplikasi PTSP dan melalui Kepaniteraan Pidana segera mengajukan kepada Ketua
Pengadilan Negeri Temate untuk mendapatkan disposisi yang diteruskan ke
Panitera serta Kepaniteraan Muda Pidana untuk dibuatkan dokurmen penelapan ;

c Lama proses untuk mengeluarkan penetapan tersebut hingga penyerahan kepada
penyidik atau pengguna layanan paling lama 1 (satu) jam sejak berkas dinyatakan
lengkap ;

d Jika terjadi keterlambatan pelayanan yang melebihi wakiu tersebut diatas yang
disebabkan karena kelalaian petugas maks petugas yang bersangkutan harus
mengantarkan penetapan tersebut secara langsung ke alamat pemohon / pengguna
layanan segera setelah dokumen tersebut selesai dibuat;

& Permintzan dokumen penetapan diatas tidak dikenakan biaya.

4. Permohonan penetapan diversi oleh pengguna layanan:

a Persyaratan yang wajib dilengkapi adalah -
- Surat permohonan;
- Surat kesepakatan diversi dari Penyidik / Penuntut Umum:;
- Berita acara diversi dari Penyidik / Penuntut Umum:
- Laporan hasil penelitian dari Lapas/Bapas:
- Akta Kelshiran Anak / KK / ljazah Anak:

b Jika persyaratan tersebut diatas sudah dinyatakan lengkap maka petugas PTSP
Kepaniteraan Pidana langsung menerima permohonan untuk dinpute kedalam
aplikesi PTSP dan melalui Kepaniteraan Pidana segers mengajukan  kepada

&



Ketua Pengadilan untuk mendapatkan disposisi yang diteruskan ke Panitera dan
Kepaniteraan Pidana untuk dibuatkan penetapan diversi:

C Lama waktu pelayanan dar dokumen dinyatakan lengkap hingga penyerzhan
dokumen penetapan ke Penyidik dan Penuntut Umum paling lama 1 (satu) Jam ;

d Jika terjadi keterlambatan pelayanan yang melebihi wakiu tersebut diatas yang
disebabkan karena kelalaian petugas maka petugas yang bersangkutan harus
mengantarkan penetapan tersebul secars langsung ke alamat pemohon /
pengguna layanan segera setelah dokumen tersebut selesai dibuat;

e Permohonan penetapan diversi tidak dikenakan biaya.

5. Permohonan  penangguhan penahanan oleh Penasehat Hukum/Terdakwa/
Keluarganya yang permohonanya diajukan melalui meja PTSP;

a Persyaratan yang waijib dilengkapi adalah :

- Sural Permchonan Penangguhan Penahanan vang disertai alasan
penangguhan tahanan ;

- Uang Jaminan (jika menggunakan uang jaminan) atau Surat Pernyataan
Menjamin (jika Jaminan Orang)

- Surat Kuasa (jika menggunakan Penasehat Hukum).

b Jika persyaratan tersebut diatas sudah dinyatakan lengkap maka petugas PTSP
Kepaniteraan Pidana langsung menerima permohonan untuk dinpute kedalam
aplikasi PTSP dan melalui Kepaniteraan Pidana segera mengajukan kepada Ketua
Pengadilan untuk mendapatkan disposisi yang diteruskan ke Panitera dan Majelis
Hakim yang menangani perkara -

. Lama proses pelayanan paling lama 30 {tiga puluh) menit sejak berkas dinvatakan
lengkap hingga diteruskan ke Majelis Hakim yang menangani perkara

d Pejabat yang berwenang menangguhkan penahanan Terdakwa adalah Majelis
Hakim yang menangani perkara setelah mempertimbangkan alasan yang patut dan
logis, dalam hal dikabulkan dibuatkan dalam bentuk penetapan yang diucapkan di
sidang dalam hal ditolak maka diucapkan di sidang yang dicatal dalam berita acara
persidangan

e Permochonan penangguhan penahanan tidak dikenakan biaya lain;

6. Permohonan ijin pembantaran penahanan (Situiting) ;

a Persyaratan yang waljib dilengkapi adalah :

- Surat pengantar / pemberitahuan dari pihak RUTAN yang menjadi tempat
Terdakwa ditahan
Surat Keterangan Sakit dan Rekam Medic dari pihak Rumah Sakit:

b Jika persyaratan tersebut diatas sudah dinyatakan lengkap maka petugas PTSP
Kepaniteraan Pidana langsung menerima permohonan untuk dinpute kedalam
aplikasi PTSP dan melalui Kepaniteraan Pidana segera mengajukan kepada Ketua
Pengadilan untuk mendapatkan disposisi yang diteruskan ke Panitara dan Majelis
Hakim yang menangani perkara -

c Pejabat yang berwenang membantarkan penahanan Terdakwa adsalah Majelis
Hakim yang menangani perkara dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan
dan sakit yang dialami Terdakwa, gengan penetapan Majelis Hakim yang dihifung
sejak Terdakwa dirawat inap di rumah sakit -

d Lama waktu pelayanan untuk proses tersebut yaitu paling lama 2 (dua) Jam yaitu
sejak berkas dinyatakan lengkap hingga Majelis Hakim mengeluarkan penatapan
pembantaran penahanan (stuiting} vang disershkan malalui Meja PTSP pelayanan
pidana ;

e Jika teradi keterlambatan pelayanan yang melebihi wakiu tersebut diatas yang
disebabkan karena kelalaian petugas maka petugas yang bersangkutan harus

-



f

mengantarkan penetapan tersebut secara langsung ke alamat pemohon / pengguna
layanan segera setelah dokumen tersebut selesai dibuat
Permohonan pembataran penahanan tidak dikenakan biaya.

7. Permohonan izin besuk tahanan @
a Persyaratan yang wajib dilengkapi adalah

-]

- Mengisi formulir permohonan izin besuk -

- Identitas diri pemohon (KTP);

Jika persyaratan tersebut diatas sudah dinyatakan lengkap maka petugas PTSP
Kepaniteraan Pidana langsung menerima permohonan untuk dinpute kedalam
aplikasi PTSP dan melaluj Kepanitetraan Muda Pidana segera mengajukan kepada
Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan disposisi yang diteruskan ke Majslis
Hakim yang menangani perkara

Lama waktu pelayanan dari dokumen dinyatakan lengkap hingga penyerahan
dokumen surat ijin besuk kepada Pengguna layanan paling lama 30 (tiga puluh)
menit ;

Jika teriadi keterlambatan pelayanan yang melebihi wakiu tersebut diatas yang
disebabkan karena kelalaian pelugas maka petugas yang bersangkutan harus
mengantarkan penstapan tersebut secarg langsung ke alamat pemohon / pengguna
layanan segera setelah dokumen tersebut selesai dibuat:

Permohonan ijin besuk fidak dikenakan biaya.

8 Permohonan izin berobat oleh pengguna layanan:

a

=]

Persyaratan yang waijib dilengkapi adalah :

- Surat parmohonan berobat

- Surat keterangan RUTAN tempat Terdakwa ditahan

- Surat kuasa, apabila yang mengajukan Penasehat Hukum Terdakwa

Jika persyaratan tersebut diatas sudah dinyatakan lengkap maka petugas PTSP
Kepaniteraan Pidana langsung menerima permohonan untuk dinpute kedalam
aphkasi PTSP dan melalui Kepaniteraan Muda Pidana segera mengajukan kepada
Ketua Pengadilan untuk mendapatkan disposisi yang diteruskan ke Majelis Hakim
yang menangani perkara

Lama waktu pelayanan dari dokumen dinyatakan lengkap hingga penyerahan
dokumen surat keterangan ijin berobat paling lama 1 (satu) Jam :

Jika teriadi ketedambatan pelayanan yang melebihi wakiu tersebut diatas yang
disebabkan karena kelalaian pelugas maka petugas yang bersangkutan harus
mengantarkan penetapan tersebut secara langsung ke alamat pemahon / pengguna
layanan segera setelah dokumen tersebut selesai dibuat:

Permohonan jin berobat tidak dikenakar biaya.

9. Pelimpahan Berkas Perkara pidana.

a Pelimpahan berkas perkara harus diserta dengan berkas perkara yang terdiri dari:

Berkas perkara penyidik :
- Penunjukan Penuntut Umum:
- Dokumen panahanan (kalau Terdakwa ditahan);
- Surat gugatan beserta soft copy |
- Barang bukti disertai daftar barang bukti (kalau ada barang bukt):

b Dalam hal berkas perkara sudah diteliti dan dinyatakan lengkap maka petugas

PTSP segera membuatkan tanda terima yang diserahkan satu rangkap untuk
pihak Kejaksaan/Penuntut Umum dan saty rangkap terlampir dalam berkas
perkara, kemudian diberikan nomor regisier perkara dan diinpute ke SIPP:

Lama proses dari dokumen dinyatakan lengkap dan penyerahan landa terima ke
pihak Penuntut Umum/Kejaksaan paling lama 30 (tiga puluh) menit:

)



d Pelimpahan berkas perkara tidak dikenakan biaya,
10 Pendaftaran Perkara Praperadilan
a Pendaftaran berkas perkara praperadilan harus disertai dokumen sebagai berikut;

- Surat Kuasa (jika menggunakan kuasa)
- Permohonan praperadilan.

b Dalam hal berkas perkara sudah diteliti dan dinyatakan lengkap maka petugas

PTSP segera membuatkan tanda terima yang diserankan satu rangkap untuk
pihak pemohon dan saty rangkap terlampir dalam berkas perkara, kemudian
diberikan nomor register perkara dan diin pute ke SIPP:

¢ Lama proses dari dokumen dinyatakan lengkap dan penyerahan tanda terima ke

pihak Penuntut Umum/Kejaksaan paling lama 30 (tiga puluh) menit:

d Pendaftaran perkara praperadilan tidak dikenakan biaya.
1. Pelimpahan Perkara Tindak Pidana Ringan.
a Pelimpahan perkara Tipiring harus disertai dokumen sebagai berikut:

- Surat tugas ;
- Laporan Polisi/Catatan dakwaan penyidik;
- Barang bukti (kalau ada),

b Dalam hal berkas perkara sudah diteliti dan dinyatakan lengkap maka petugas

PTSP segera membuatkan tanda tenma yang diserahkan satu rangkap unfuk
pihak penyidik dan saty rangkap tedampir dalam berkas perkara, kemudian
diberikan nomer register perkara dan dinpute ke SIPP;

¢ Lama proses dan dokumen dinyatakan lengkap dan penyerahan tanda terima ke

pihak penyidik paling lama 30 (tiga puluh) menit:

d Pelimpahan perkara Ti piring tidak dikenakan biaya.
12 Mengajukan upaya hukum banding

]

b

b

Pengajuan upaya hukum banding dapat dilakukan oleh Terdakwa/Penasehat
Hukum atau Penuntut Umum dengan mendatangi meja PTSP Kepaniteraan Pidana
Fada Pengadilan Negeri Ternate -

Setelsh menyatakan banding maka petugas PTSP Kepaniteraan Pidana langsung
membuatkan akia pernyataan banding yang di tanda tangani oleh Pembanding dan
Panitera, dan permohonan kasasi tersebut langsung diregistrasi sers dilakukan
penginputan di SIPP Pengadilan Negeri Temate untuk diproses sesuai ketentuan
perundang-undangan;

Dalam hal pernyataan banding telah melampaui 7 {tujuh) hari maka Paniters
membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan diketahyi Ketua
Pengadilan Megeri Termate dan berkas perkara tidak dikiimkan ke Pengadilan
Tinggi ;

Kepaniteraan Muda Pidans segera menyampaikan pemberitahuan banding
lersebut kepada Terbanding dalam 1 x 24 Jam:

Lama proses dalam penerbitan Akia tersebut sampai dengan penyerahan Akta
kepada pengaju paling lama 1 (satu) jam ;

Jika pelayanan penerbitan Akta melebihi dari wakiu tersebut maka petugas
Pengadilan Negeri akan segera mangantarkan Akia tersebut langsung ke alamat
pemohon / pengguna layanan:

Upaya hukum banding dalam perkara pidana tidak dikenakan biaya,

13 Permohonan upaya hukum kasasi oleh pengguna layanan:

=]

Pengajuan upaya hukum kasasi dapat dilakukan cleh Terdakwa/Penasehat Hukum
atau Penuntut Umum dengan mendatangi meja PTSP Kepaniteraan Pidana Pada
Fengadilan Negeri Temate, dalam hal Upaya hukum kasasi dilakukan aleh
Penasehat Hukum maka dengan menyerahkan surat kuasa :

9
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Setelah menyatakan kasasi maka petugas PTSP Kepaniteraan Muda Pidana
langsung membuatkan akla pemyatasn kasasi yang di tanda tangani oleh
Pemohon Kasasi dan Panitera, dan permohonan kasasi tersebut langsung
diregistrasi serta dilakukan penginputan di SIPP Pengadilan Negeri Ternate untuk
diproses sesuai ketentuan perundang-undangan ;

Lama proses dalam penerbitan Akta tersebut sampai dengan penyerahan Akta
kepada Pemohon kasasi paling lama 1 (satu) jam ;

Jika pelayanan dari ketika dokumen dinyatakan lengkap hingga penyerahan tanda
terima tersebut melebihi dari wakiu tersebut diatas maka petugas yang
bersangkutan akan diberikan teguran/sangsi dan bagi pengguna layanan diberikan
kopensasi sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate -

Untuk perkara yang Terdakwanya ditahan dalam wakty 1 x24 jam Kepaniteraan
Pidana harus menyiapkan dokumen laporan kasasi ke Mahkamah Agung dan
ditandatangani oleh Ketua Pengadian MNegeri serta segers dikiimkan ke
Mahkamah Agung:

Upaya hukum kasasi dalam perkara pidana tidak dikenakan biaya.

4. Permohonan upaya hukum peninjauan kembali oleh pengguna layanan;

a

b

Persyaratan yang wajib dilengkapi adalah -

- Permohonan upaya hukum peninjauan kembali -

- Surat Kuasa (jika menggunakan Penasehat Huku m);

Setelah mengajukan permohonan Peninjauan Kembal maka pefugas PTSP
Kepaniteraan Muda Pidana langsung membuatkan akta pernyataan PK yang di
tanda tangani oleh Pemchon PK dan Paniters, dan permohonan PK tersebut
langsung diregistrasi serta dilakukan penginputan di SIPP Pengadilan Negeri
Ternate untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan;

Lama proses dalam penerbitan Akta tersebut sampai dengan penyerahan Akia
kepada Pemohon paling lama 1 (satu) jam :

Jika pelayanan dari ketika dokumen dinyatakan lengkap hingga penyerahan tanda
terima tersebut melsbihi dari wakiu tersebut diatas maka petugas yang
bersangkutan akan dibarikan teguran/sangsi dan bagi pengguna layanan diberikan
kopensasi sebagaimana ditetapkan oleh Ketuzs Pengadilan Negeri Ternate -

& Upaya hukum PK dalam perkara pidana tidak dikenakan biaya,
13 Permohonan grasi oleh pengguna layanan;

=

b

c

d

a

Persyaratan yang wajib dilengkapi adalah :

- Permohonan grasi -

- Putusan yang dimohonkan grasi,

- Surat Kuasa jika ada;

Setelah dokumen grasi dinyatakan lengkap maka petugas PTSP Kepaniteraan
Muda Pidana langsung membuatkan tanda terima permohonan grasi yang di tanda
tangani oleh Pemohen GrasifKuasa dan Panitera:
Lama proses dalam penerbitan tanda terima sampai dengan penyerahannya
kepada Pemohon paling lama 1 (satu) jam ;
Jika pelayanan dari ketika dokumen dinyatakan lengkap hingga penyerahan tands
tenma tersebut melebihi darl wakiu tersebut diatas maka petugas  yang
bersangkutan akasn diberikan teguran dan bagi pengguna layanan diberikan
kopensasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Neger Temates

Upaya hukum Grasi dalam perkara pidana tidak dikenakar biaya.
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16. Permohonan pencabutan permohonan banding/kasasiPeninjauan Kembali;

a Persyaratan yang waijib dilengkapi adalah
- Surat permohonan pencabutan permohonan banding/kasasi/PK:

- Surat Kuasa jika ada:

b Jika persyaratan tersebut diatas sudah dinyatakan lengkap maka petugas PTSP
Kepaniteraan Muda Pidana langsung menerima permohonan tersebut dan segera
membuat akta pencabutan pernyataan banding/kasasi/PK yang ditandatangani
oleh Pemchon/Kuasa dan Panitera,

c Lama proses dalam penerbitan Akta tersebut yaitu dari dokumen dinyatakan
lengkap hingga penyerahan Akta kepada Pemohon paling lama 1 (satu) jam;

d Jika pelayanan penerbitan Akts meiebihi dar waktu lersebut maka petugas
Pengadilan Negeri akan segera menganiarkan Akta tersebut langsung ke alamat
pemohon / pengguna layanan.

. PROSES BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI DAN GRASI
1. Proses Banding

a Pernyataan Banding dapat digjukan oleh Terdakwa/Kuasa Hukum atau Penuntut
Umum setelah putusan divcapkan atau szetelah putusan diberitahukan kepada
Terdakwa yang tidak hadir, selambat-larmbatn ya 7 hari kerja :

b Terhadap Permohonan Banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu yang
ditetapkan, Meja PTSP Kepaniteraan Pidana membuatkan Akta Pernyataan
Banding yang ditanda tangani oleh Panitera dan Pemohon Banding paling lama 1
(satu) Jam, dan diberitahukan kepada Termohon Banding paling lama 2 hari kerja;

¢ Laperan Banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu juga
saat permintaan Banding diajukan atau paling lama : pada hari kerja berikutnya ;

d Tenggang wakiu Inzage, paling lama ; 7 hari kerja ;

& Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi paling lama - 14 hari kerja sejak
permyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding) :

f Jika Permohonan Banding tersebut dicabut oleh Pemohon sebelum diputus oleh
Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding,
dalam hal sudah dicabut permohonan tidak boleh mengajukan lagi, kecuali masih
dalam tenggang wakiu masa penganjuan Banding, yaitu pada hari itu juga atau
paling lama pada hari kerja berikutnya :

g Dalam hal Perkara telgh diputus oleh Pangadilan Banding, Salinan Putusan dikirim
kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut
Umum, yang untuk itu Panitera membuyat Akta Pemberitahuan Putusan dalam waktu
paling lama : 2 (dua) hari kerja.

h Dalam setiap Putusan harus dilam pirkan Soft Copy masing-masing Putusan, apabila
tidak disertai maka Berkas dinyatakan tidak lengkap.

2 Proses Kasasi

a Terdakwa/Penasihat Hukumnya atau Penuntut  Umum dapat mengajukan
Permohonan Kasasi melalyi Meja PTSP Kepaniteraan Pidana selambat-lambatnya
dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau sesudah
putusan Pengadilan diberitahukan kepada Terdakwa/Penuntut Umum  dan
selanjutnya dibuatkan Akta Pemmohonan Kasasi oleh Meja PTSP yang
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b

c

d

=

ditandatangani Panitera dan Pemohan Kasasi paling lama 30 (tiga puluh) menit :
Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat permintaan
Kasasi diajukan paling lama : Pada hari kerja berikutnya ;

Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi setelah Pemyataan
Kasasi diterima, paling lama : 2 hari kerja ;

Minutasi Perkara Kasasi yang diputus bebas dan Penyerahan Salinan Putusannya
setelah Permohonan Kasasi diterima harus selesai dalam waktu - 7 hari kerja ;
Pemohonan Kasasi wajib menyerahkan Memori Kasasinya setelah permohonan
Kasasi diajukan, paling lama - 14 hari kerja

Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah Memari
diterima datam waktu : 2 hari kerja ,

Kontra Memori Kasasi dapat diserahkan oleh Termohon Kasasi setelah Termohon
Kasasi menerima Memori Kasasi, paling lama : 14 hari kerja ;

Pengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung sejak permnyataan Kasasi diterima,
paling lama - 30 hari kerja ;

Selama Perkara Kasasi belum diputuskan oleh Mahkamah Agung, Permohonan
Kasasi dapat dicabut oleh Pemohon. Dalam hal pencabutan dilakukan oleh Kuasa
Hukum Terdakwa, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Terdakwa. Atas
pencabutan tersebut, Panitera membuat Akta Pencabutan Kasasi yang
ditandatangani oleh Panitera, Pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua
Pengadilan Negeri, selanjutnya Akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agung :

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan Soft Copy. apabila tidak disertai maka
berkas dinyatakan tidak lengkap |

. Proses Peninjauan Kembali

= ]

b

Permohonan Peninjavan Kembali dari Terpidana atau ahli warisnya diajukan ke
Pengadilan Negeri Ternate melalui Meja PTSP Kepaniteraan Muda Pidana dengan
diseriai alasan-alasan yang dicatatkan dalam buku register, Panitera Muda Pidana
akan memberikan tanda terima kepads Pemohon, selambat-lambatnya 1 (satu)
Jam setelah dokumen dinyatakan lengkap -

Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang memahami
hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan dalam Akta
Pemyataan Peninjauan Kembali seriz dicatat dalam buku register, yang
diselesaikan pada hari itu juga

Kepaniteraan Pidana menyerahkan permohonan Peninjauan Kembali kepada Ketua
Pengadilan Megeri pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja
berikutnya;

Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera FPengganti ditetapkan pada hari itu juga
atau paling lama pada hari kerja berikutnya ;

Kepaniteraan Pidana meneruskan permohonan Peninjauan Kembali kepada Majelis
Hakim yang ditunjuk pada hari itu Juga atau paling lama pada hari kerja
berikutnya;

Majelis Hakim memerksa apakah permintaan Peninjauan Kembali, memenuhi
persyaratan atau tidak selambatnya dalam waktu - 14 hari kerja ;

Panitera Pengganti menyerahkan Berits Acara Pemeriksaan dan Berita Acara
Fendapat kepada Kepaniteraan Pidana, paling lama : 2 hari kerja setelah sidang
terakhir ;

Sejak Berkas diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada Kepaniteraan Pidana,
Berkas tersebut sudah harus dikiimkan ke Mahkamah Agung. dalarm waktu : 7 hari
kerja.

12



4. Proses Grasi

& Permohonan Grasi diajukan oleh Terdakws atu Penasehat Hukumnya atau
Keluarga Terdakwa, terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
Hukum tetap kepada Presiden, dicatat dalam Register, paling lama : 1 hari kerja :

b Dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati permohonan grasi dapat
dapat diajukan tanpa persetujuan terpidana -

¢ Putusan pemidanaan yang dapst dimohonkan grasi adalah : Pidana mati, pidana
seumur hidup dan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun ;

d Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu

e Permohonan grasi diajukan kepada Presiden melalyi Ketua Pengadilan Negeri yang
memutus perkara pada tingkat pertama dan atay terakhir untuk diteruskan kepada
Mahkamah Agung :

. Panitera wajib membuat Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi, selanjutnya
Berkas Perkara beserta Permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah Agung. Apabila
Permchonan Grasi tidak  memenuhi persyaratan, Panitera membuat Akta
Permahonan Grasj,

g Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acarg Asli paling lama 2 hari dan
dikinmkan ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau pada hari kerja
berikutnya.

lil. KEPANITERAAN TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR)
A. PELAYANAN PERSIDANGAN DALAM PERKARA TIPIKOR

1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate menyediakan
ruang tunggu khusus yang terpisah di pengadilan pag terdakwalkorban/saksi-saksi
dalam hal diperlukan serta jaminan keamanan yang memadai. Jika tidak dimungkinkan,
maka Pengadilan akan mengstur tempat terpisah disesuikan dengan kondisi di
Pengadilan Negeri Ternate:

2. Saksi atau korban dapat mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk
mendapatkan pemeriksaan terpisah tanpa kehadiran salah satu pihak apabila yang
bersangkutan merasa tertekan atau terintimidas| secars psikologis. Majelis Hakim akan
mempertimbangkan permohonan tersebut dengan mamperhatikan kondisi psikologis
pemaohon |
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Neger Ternate menyelesaikan
perkara tipikor dengan memperhatikan iangka waktu penahanan. Terdakwa wajib
dilepaskan dari tahanan jika jangka batas waktu penahanan terlampaui. Secara khusus
jangka waktu penyelesaian perkara pada waktu perkara tipikor adalah sebagai berikut
* Perkara tipikor harus diputus dan diselesaikan paling lama 5 (lima) bulan ssjak
perkara didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal Terdakwa tidak ditahan
(SEMA No.2 Tahun 2014);

* Perkara tipikor yang Terdakwanya ditahan akan diputus dan diselesaikan oleh
Pengadilan paling lama 10 (sepuluh) hari sebelum masa tahanan berakhir;

4. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Neger Temate menyampaikan
salinan putusan perkara tipikor dalam langka waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak
putusan diucapkan kepada Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan
MNegara, Penyidik dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnysa :

5. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Temate mengirimkan
putusan pada tingkat banding kepada Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 1 x 24
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Jam  setelah putusan di terima di Kepaniteraan Tipikor pada Pengadilan Negeri
Temate ;

6. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate mengirimkan
Putusan tipiker pada tingkat kasasi kepada TerdakwalKuasa Hukumnya paling lama
1 % 24 jam satelah putusan di terima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Megeri
Temate;

7. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Termate menyampaikan
petikan putusan tipikor kepada Terdskwa dan Jaksa Penuntut Umum segera setelah
pulusan diucapkan. Apabila putusan diucapkan pada sore hari maka penyampaian
petikan putusan dilakukan pada hari kerja berikutnya.

IV. PELAYANAN ATAS PERMOHONAN UNTUK MENDAPATKAN PENETAPAN
PENGADILAN DAN PERMOHONAN LAINNYA YANG DIAJUKAN MELALUI MEJA
PTSP;

1. Permohonan izin/persetujuan penggeledahan cleh Penyidik
*  Persyaratan yang harus dilengkapi untuk izin penggeledahan adalah -

- Asli Surat Pengantar Permintaan 1zin Penggeledahan
- Asli Surat Perintah Penyidikan
- Asli Surat Perintah Penggeledahan
- Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
- Asli Laporan Polisi
- Asli Surat Identitas Terdakwa Harus Terang Dan Jelas

* Persyaratan yang harus dilengkapi untuk permohonan persetujuan penggeledahan

adalah
- Asli Surat Pengantar Permintaan Persetujuan Penggeledshan
- Asli Sural Perintah Penyidikan
- Asli Surat Perintah Penggeledahan
- Asli Berita Acara Pengeledzahan
- Asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti
- Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
- Asli Laparan Polisi
- Surat ldentitas Terdakwa Harus Terang Dan Jelas

* Jika persyaratan tersebut diatas sudsh dinyatakan lengkap maka petugas PTSP
Kepaniteraan Tipikor langsung menerima permohonan untuk dinpute kedalam
aplikasi PTSP dan melalui Kepaniteraan Tipikor segera mengajukan kepada
Ketua Pengadilan Negeri Ternate untuk mendapatkan disposisi yang diteruskan ke
Panitera serta Kepaniteraan Tipikor untuk dibuatkan dokumen penetapan ;

* Lama proses untuk mengeluarkan penetapan tersebut dari berkas dinyatakan
lengkap hingga penyerahan kepada penyidik atau pengguna layanan paling lama
1 (satu) jam ;

*  Jika terjadi keterlambatan pelayanan yang melebihi wakiu tersebut diatas yang
disebabkan karena kelslaian petugas maka petugas yang bersangkutan harus
mengantarkan penetapan tersebut secara langsung ke alamat pemohon /
pengguna layanan segera setelah dokumen tersebut selesai dibuat;

*  Permintaan dokumen penetapan diatas lidak dikenakan biaya,

2. Permochonan izin / persetujuan penyitsan oleh Penyidik / pengguna layanan;

*  Persyaratan yang wajib dilengkapi untuk izin penyitaan adalah -

- Asli Surat Pengantar Permintaan Izin Penyitaan
Asli Surat Perintah Penyidikan
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- Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
Asli Laporan Polisi

* Persyaratan yang wajib dilengkapi untuk permohonan persetujuan penyitaan

adzalah :

- Asli Surat Pengantar Permintaan Persetujuan Penyitaan

- Asli Surat Perintah Penyidikan

- Asli Surat Perintah Panyitaan

- Asli Berita Acara Penyitaan

- Asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti

- Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

- Asli Laporan Palisi {permohonan parsetujuan penyitaan dari Kepolisian), Asli
Berita Acara Pandapat (Resume) (permohonan persetujuan penyitaan dari
Kejaksaan)

* Jika persyaratan tersebut diatas sudah dinyatakan lengkap maka petugas PTSP
Kepaniteraan Tipikor langsung menerima permohonan untuk dinpute kedalam
aplikasi PTSP  dan melalyi Kepaniteraan Tipikor segera mengajukan kepada
Ketua Pengadilan untuk mendapatkan disposisi yang diteruskan ke Panitera serta
Kepaniteraan Tipikor untuk dibuatkan dokumen penetapan ;

* Lama proses untuk mengeluarkan penetapan tersebut dihitung sejak berkas
dinyatakan lengkap hingga penyerahan kepada penyidik atau pengguna layanan
paling lama 1 (satu) jam;

* Jika terjadi keterdambatan pelayanan yang melebihi wakiu tersebut diatas yang
disebabkan karena kelalaian petugas maka petugas yang bersangkutan harus
mengantarkan penetapan tersebut secars langsung ke alamat pemohon /
Pengguna layanan segera setelah dokumen tersebut selesai dibuat:

* Permintzan dokumen penelapan diatas tidak dikenakan biaya,

3. Permohonan Perpa njangan Penahanan ocleh Pen yidik/ Penuntut Umum -

* Persyaratan yang wajib dilengkapi (Perpanjangan Penahanan dari Kepolisian)
adalah:

- Asli Surat Pengantar Perminiaan Perpanjangan Penahanan

- Asli Laporan Polisi

- Asli Surat Perintah Penyidikan

= Asli Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan

- Asli Berita Acara Penahanan

- Asli Surat Perpanjangan Dari Kejaksaan

- Asli Surat Perintah Parpanjangan Penahanan Dari Kepolisian
- Asli Berita Acara Perpanjangan Penahanan

- Asli Berita Acara Pendapat (Resume)

- Surat Identitas Terdakwa Harus Terang Dan Jelas

* Persyaratan yang waijib dilengkapi (Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan)
adalah :
= Asli Surat Pengantar Permintaan Perpanjangan Penahanan
- Asli Sural Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan
- Asli Berita Acara Pendapat (Resume)

- Asli Berita Acara Penahanan
- Asli Surat Perintah Penahanan Tingkat Pra Penuniutan
- Asli Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Dari Kejaksaan
- Asli Berita Acara Perpanjangan Penahanan
- Asli Surat Perpanjangan Dari Kepolisian
Surat Identitas Terdakwa Harus Terang Dan Jelas

I3



Jika persyaratan tersebut diatas sudah dinyatakan lengkap maka petugas PTSP
Kepaniteraan Tipikor langsung menerima permohonan untuk dinpute kedalam
aplikasi PTSP dan melalu Kepaniteraan Tipikor segera mengajukan kepads
Ketua Pengadilan Megeri Temate untuk mendapatkan disposisi yang diteruskan
ke Panitera seria Kepaniteraan Muda Tipikor untuk dibustkan dokumen
penetapan ;

Lama proses untuk mengeluarkan penetapan tersebut hingga penyerahan kepada
penyidik atau pengguna layanan paling lama 1 {satu) jam sejak berkas
dinyatakan lengkap :

Jika terjadi keterlambatan pelayanan yang melebihi wakty tersebut diatas yang
disebabkan karena kelalaian pefugas maka petugas yang bersangkutan harus
mengantarkan penetapan tersebut secara langsung ke alamat pemohon
Pengguna layanan segera setelah dokumen tersebuyt selesai dibuat:

Permintaan dokumen penetapan diatas tidak dikenakan biaya.

4. Permohonan penangguhan  penahanan cleh Penasshat Hukumi/Terdakwa/
Keluarganya yang permohonanya diajukan melslui meja PTSP:

Persyaratan yang wajib dilengkapi adalah -

- Surat Permohonan Penangguhan Penahanan yang disertai alasan
penangguhan tahanan

- Uang Jaminan (jika menggunakan uang jaminan) stau Surat Pemyataan
Menjamin (jika Jaminan Orang)

- Surat Kuasa (jika menggunakan Penasehst Hukum},

- Jika persyaratan tersebut diatas sudah dinyatakan lengkap maka petugas
PTSP Kepaniteraan Tipikor langsung menerima permohonan untuk dinpute
kedalam aplikasi PTSP dan melaly Kepaniteraan Tipikor segera mengajukan
kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan disposisi yang diteruskan ke
Panitera dan Majelis Hakim yang menangani perkara

- Lama proses pelayanan paling lama 30 (tiga puluh) menit sajsk berkas
dinyatakan lengkap hingga diteruskan ke Majelis Hakim yang meanangani
perkara ;

- Pejabat yang berwenang menangguhkan penahanan Terdakwa adalah
Majelis Hakim yang menangani perkara setelah mempertimbangkan alasan
yang patut dan logis, dalam hal  dikabulkan dibuatkan dalam bentuk
penetapan yang diucapkan di sidang dalam hal ditolak maka diucapkan di
sidang yang dicatat dalam berita acara persidangan |
Permohonan penangguhan penahanan tidak dikenakan tiaya lain:

5. Permohonan ijin pembantaran penahanan {Stuiting) :

Persyaratan yang wajib dilengkapi adalah -

- Surat pengantar / pemberitshuan dari pthak RUTAN yang menjadi tempat
Terdakwa ditahan ;

- Surat Keterangan Sakit dan Rekam Medic dari pihak Rumah Sakit;

- Jika persyaratan tersebut diatas sudah dinyatakan lengkap maka petugas
PTSP Kepaniteraan Tipikor langsung menerima permohonan untuk dinpute
kedalam aplikasi PTSP dan melalyi Kepaniteraan Tipikor segera mengajukan
kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan disposisi yang diteruskan ke
Fanitera dan Majslis Hakim yang menangani perkars

- Pejabat yang berwenang membantarkan penahanan Terdakwa adalah Majelis
Hakim yang menangani perkara  dengan mempertimbangkan alasan
kemanusiaan dan sakit yang dialami Terdakwa, dengan penetapan Majelis
Hakim yang dihitung sejak Terdakwa dirawat inap di rumah sakit -
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- Lama waktu pelayanan untuk proses tersebut yailu paling lama 2 (dua) Jam
yaitu sejak berkas dinyatakan lengkap hingga Majelis Hakim mengeluarkan
penatapan pembantaran penahanan (stuiting) yang diserahkan melalui Meja
PTSP pelayanan Tipikor |

- Jika terjadi keterdlambatan Pelayanan yang melebihi wakiu tersebut diatas
yang disebabkan karena kelalgian petugas maka petugas yang bersangkutan
narus mengantarkan penetapan fersebut secara langsung ke alamat
pemohon / pengguna layanan segera setelah dokumen tersebut selesai
dibuat;

- Permohonan pembataran penahanan tidak dikenakan biaya.

€. Permohonan izin basuk tahanan :

Persyaratan yang wajib dilengkapi adalah -

- Asli Surat Permohonan Permintaan Izin Mengunjungi Tahanan

- Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)

- Hubungan Antara Orang Yang Akan Mengunjungi Tahanan Dengan Tahanan
(Terdakwa) Adalah Hububgan Keluarga Sedarah (Seperti | Suami, Istri, Orang
Tua Kandung, Saudara Kandung, Dan Atau Anak Kandung

Jika persyaratan tersebul diatas sudah dinyatakan lengkap maka petugas PTSP
Kepaniteraan Tipikor langsung menerima permohonan untuk dinpute kedalam
aplikasi PTSP  dan melalui Kepanitetraan Muds Tipikor segera mengajukan
kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan disposisi yang diteruskan
ke Majelis Hakim yang menangani perkara !

Lama waktu pelayanan dari dokumen dinyatakan lengkap hingga penyerahan

dokumen surat jjin besuk kepada pengguna layanan paling lama 30 (tiga puluh)

menit ;

Jika terjadi keterlambatan pelayanan yang melebihi wakiu tersebut diatas yang
disebabkan karena kelalaian petugas maka petugas yang bersangkutan harus
mengantarkan penetapan tersebut secara langsung ke alamat pemohon /[
pengguna layanan segera setelah dokumen tersebut selesai dibuat;

Permohonan ijin besuk tidak dikenakan biaya.

7. Permochonan izin berobat aleh pengguna layanan:

Persyaratan yang wajib dilengkapi adalah :

- Surat permohonan berobat:

- Surat keterangan RUTAN tempal Terdakwa ditahan

- Surat kuasa, apabila yang mengajukan Penasehat Hukum Terdakwa:

Jika persyaratan tersebut diatas sudah dinyatakan lengkap maka petugas PTSP
Kepaniteraan Tipikor langsung menerima permohonan untuk dinpute kedalam
aplikasi PTSP dan melalui Kepaniteraan Muda Tipikor segera mengajukan
kepada Ketua Pengadilan untuk mendapatkan disposisi yang diteruskan ke
Majelis Hakim yang menangani perkars :

Lama waktu pelayanan dari dokumen dinyatakan lengkap hingga penyerahan
dokumen surat keterangan ijin berobat paling lama 1 (satu) Jam

Jika terjadi keterlambatan pelayanan yang melebihi waktu tersebut diatas yang
disebabkan karena kelalaian petugas maka petugas yang bersangkutan harus
mengantarkan penetapan terssbut secara langsung ke alamat pemohon /
pengguna layanan segera setelah dokumen tersebut salesai dibuat;

Permahonan jjin berobat tidak dikenakan biaya.

B. Pelimpahan Berkas Perkara Tipikor.

Felimpahan berkas perkara harus diserta dengan berkas perkara yang terdiri dari:
- Surat Pengantar Pelimpahan Perkara
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- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa
- Surat Perintsh Penunjukan Jpu
Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan
- Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti
- Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemerikssan Biasa
- Surat Dakwaan (4 Rangkap)
- Soficopy Dakwaan
- Softcopy Barang Bukti
- Berkas Perkara (4 Rangkap)
Dalam hal berkas perkara sudah diteliti dan dinyatakan lengkap maka petugas
PTSP segera membuatkan tanda terima yang diserahkan satu rangkap untuk
pihak Kejaksaan/Penuntut Umum dan saty rangkap terlampir dalam berkas
perkara, kemudian diberikan nomor register perkara dan diinpute ke SIPP;
Lama proses dari dokumen dinyatakan lengkap dan penyerahan tanda terima ke
pihak Penuntut Umum/Kejaksaan paling lama 1 (satu) jam;
Pelimpahan berkas perkara tidak dikenakan biaya.

8. Mengajukan upaya hukum banding

-

Pengajuan upaya hukum banding dapat dilakukan oleh Terdakwa/Penasehat
Hukum atau Penuntut Umum dengan mendatangi meja PTSP Kepaniteraan
Tipikor Pada Pengadilan Negeri Temate -

Setelah menyatakan banding maka pelugas PTSFP Kepaniterazn Tipikor
langsung membuatkan akta pernyataan banding yang di tanda tangani oleh
Pembanding dan Panitera, dan permohonan banding tersebut langsung
diregistrasi serta dilakukan penginputan di SIPP Pengadilan Negeri Temate untuk
diproses sesuai ketentuan perundang-undangan:

Dalam hal pemyataan banding telah melampaul 7 (tujuh) harl maka Panitera
membuat surat keterangan yang ditandatangani oleh Panitera dan diketahui
Ketua Pengadilan Negeri Ternate dan berkas perkara tidak dikirmkan ke
Pengadilan Tinggi:

Untuk perkara yang Terdakwanya ditahan dalam wakty 1 x 24 jam Kepaniteraan
Tipikor harus menyiapkan dokumen laporan banding ke Pengadilan Tinggi dan
ditandatangani oleh Ketua Pengadilan MNegeri serta segera dikirimkan ke
Pengadilan Tinggi:

Kepaniteraan Muda Tipikor segera menyampaikan pemberitahuan banding
tersebut kepada Terbanding dalam 1 x 24 Jam:

Lama proses dalam penerbitan Akta tersebut sampai dengan penyerahan Akls
kepada pengaju paling lama 30 (tiga puluh) menit -

Jika pelayanan penerbitan Akta melebihi dari waktu tersebut maka petugas
Pengadilan Negeri akan segera mengantarkan Akta tersebut langsung ke alamat
pemohon / pengguna layanan:

Upaya hukum banding dalam perkara pidana tipikor tidak dikenakan biaya.

10. Permohonan upaya hukum kasasi

Pengajuan upaya hukum kasasi dapat dilakukan oleh Terdakwa/Penasehat
Hukum atau Penuntut Umum dengan mendatangi meja PTSP Kepaniteraan
Tipikor Pada Pengadilan Negeri Ternate, dalam hal upaya hukum kasasi
dilakukan oleh Penasehat Hukum maks dengan menyerahkan surat kuasa ;

Setelah menyatakan kasasi maka petugas PTSP Kepanitersan Muda Tipikor
langsung membuatkan akta pemyataan kasasi yang di tanda tangani ocleh
Pemohon Kasasi dan Fanitera, dan permohonan kaszasi tersebut langsung
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diregistrasi serta dilakukan penginputan di SIPP Pengadilan Negeri Ternate untuk
diproses sesuai ketentuan perundang-undangan ;

Lama proses dalam penerbitan Akia tersebut sampai dengan penyerahan Akta
kepada Pemohon kasasi paling lama 30 (tiga puluh) menit

Jika pelayanan dari ketika dokumen dinyatakan lengkap hingga penyerahan
tanda terima tersebut melebihi dari wakiu tersebut diatas maka pelugas yang
bersangkutan akan diberikan leguranisangsi dan bagi pengguna layanan
diberikan kopensasi sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Temate ;

Untuk perkara yang Terdakwanya ditahan dalam wakiu 1 x 24 jam Kepaniteraan
Tipikor harus menyiapkan dokumen laporan kasasi ke Mahkamah Agung dan
ditandatangani oleh Ketus Pengadilan Negeri seria segera dikinmkan ke
Mahkamah Agung;

Upaya hukum kasasi dalam perkara pidana tidak dikenakan biaya.

11. Permohonan upaya hukum peninjauan kembal -

Persyaratan yang wajib dilengkapi adalsh

- Permocheonan upaya hukum peninjauan kembali :

- Surat Kuasa (jika menggunakan Penasehat Hukum);

Setelah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali maka petugas PTSP
Kepaniteraan Muda Tipiker langsung membuatkan akta pernyataan PK yang di
tanda tangani cleh Pemohon PK dan Panitera, dan permchonan PK tersebut
langsung diregistrasi serta dilakukan penginputan di SIPP Pengadilan Negeri
Terate untuk diproses sesuai ketentuan perundang-undangan:

Lama proses dalam penerbitan Akta tersebut sampai dengan penyerahan Akta
kepada Pemohon paling lama 30 (tiga puluh) menit;

Jika pelayanan dari ketika dokumen dinyatakan lengkap hingga penyerahan tanda
terima tersebut melebihi dari wakiu tersebut diatas maka petugas yang
bersangkutan akan diberikan teguranfsangsi dan bagi pengguna layanan
diberikan kopensasi sebagaimana difetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri
Ternata :

Upaya hukum PK dzlam parkara pidana tidak dikenakan biaya.

12. Permohonan grasi oleh pengguna layanan;

Persyaratan yang walib dilengkapi adalah -

Permohonan grasi
- Putusan yang dimohonkan grasi;
- Surat Kuasa jika ada;
Setelah dokumen grasi dinyatakan langkap maka petugas PTSP Kepaniteraan
Muda Tipikor langsung membuatkan tanda terima permohonan grasi yang di
tanda tangani oleh Pemohon GrasilKuasa dan Panitera:
Lama proses dalam penerbitan tanda terima sampai dengan penyerahannya
kepada Pemohon paling lama 30 (tiga puluh) menit;
Jika pelayanan dari ketika dokumen dinyatakan lengkap hingga penyerahan tanda
tenma tersebut melebihi dari wakiy tersebut diatas maka petugas  yang
bersangkutan akan diberikan teguran dan bagi pengguna layanan diberikan
kopensasi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate :
Upaya hukum Grasi dalam perkara pidana tidak dikenakan biaya;

13. Permohonan pencabutan permohonan banding/kasasi/Peninjauan Kembali:

Persyaratan yang waijib dilengkapi adalah |
- Surat permohonan pencabutan permohonan banding/kasasi/PK:
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Surat Kuasa jika ada:

* Jika persyaratan tersebut diatas sudah dinyatakan lengkap maka petugas PTSP
Kepaniteraan Muds Tipikor langsung menerima permochonan tersebut dan SEgers
membuat akia pencabutan permyataan banding/kasasiPK yang ditandatangani
oleh Pemohon/Kuasa dan Panitera,

* Lama proses dalam penerbitan Akta tersebut yaitu dari dokumen dinyatakan
lengkap hingga penyerahan Akta kepada Pemohon paling lama 30 {tiga puluhy)
menit;

* Jika pelayanan penerbitan Akia melebihi dari waktu tersebul maka petugas
Pengadilan Negeri akan segara mengantarkan Akla tersebut langsung ke alamat
pemehon / pengguna layanan:

V. PROSES BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI DAN GRASI
1. Proses Banding

* Pemyataan Banding dapat diajukan setelah Putusan diucapkan atau setelah
Putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir, paling lama * 7 hari
kerja;

* Terhadap Permohonan Banding yang telah memenuhi prosedur dan wakfu
yang ditelapkan, Panitera harus membual Akta Pernyataan Banding yang
ditanda tangani oleh Panitera dan Pemohon Banding serta diberitahukan
kepada Termohaon Banding paling lama 2 hari kerja ;

* Laporan Banding kepada Pengadilan Tinggi harus disampaikan pada hari itu
juga saat permintaan Banding diajukan atau paling lama - Pada hari kerja
berikutnya |

» Tenggang wakty Inzage, paling lama : 7 hari kerja ,

* Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi sejak pernyataan Banding
diterima (tanpa harus menunggu Memori Banding), paling lama * 14 hari kerja

* Jika Permohonan Banding tersebut dicabut oleh Pemohon sebelum diputus
oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan kepada Pengadilan Tinggi dan
Terbanding, dalam hal sudah dicabuyt pemmohonan tidak boleh mengajukan
lagi, kecuali masih dalam tenggang waktu masa penganjuan Banding, paling
lama ; Pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya :

= Dalam hal Perkara telah diputus oleh Pengadilan Banding, Salinan Putusan
dikirm kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada Terdakwa dan
Penuntut Umum, yang untuk itu Panitera membuat Akta Pemberitahuan
Putusan dalam waktu paling lama - 2 (dua} hari kerja.

* Dalam setiap Putusan harus dilampirkan Soft Copy masing-masing Putusan,
apabila tidak disertai maka Berkas dinyatakan tidak lengkap.

2. Proses Kasasij

* Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan Permohonan Kasasi
kepada Panitera selambat-lambatnya dalam wakiy 14 (empat belas) hari
sesudah Putusan Pengadilan diberitahukan kepada Terdakwa/Penuntut
Umum dan selanjutnya dibuatkan Akta Fermohonan Kasasi oleh Panitera -

* Laporan Kasasi kepada Mahkamah Agung harus disampaikan saat
permintaan Kasasi diajukan paling lama : Pada hari kerja berikutnya

* Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi setelah
Pemyataan Kasasi diterima, paling lama - 2 hari kerja -
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Minutasi Perkara Kasasi yang diputus bebas dan Penyerahan Salinan
Putusannya setelah Permohonan Kasasi diterima harus selesai dalam waktu :
7 hari kerja ;

Pemohonan Kasasi wajlb  menyerahkan Memori Kasasinya setelah
permohonan Kasasi diajukan, paling lama : 14 hari kerja

Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi setelah Memori
diterima dalam waktu * 2 hari kerja

Kontra Memori Kasasi dapal diserahkan oleh Termohon Kasasi setelah
Termohon Kasasi menerima Memari Kasasi, paling lama : 14 hari kerja ;
Fengiriman Berkas Perkara ke Mahkamah Agung sejak pernyataan Kasasi
diterima, paling lama - 30 hari kerja ;

Selama Perkara Kasasi belum diputuskan oleh Mahkamah Agung,
Permohonan Kasasi dapst dicabut cleh Pemchon. Dalam hal pencabutan
dilakukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa, harus mendapat persetujuan terebih
dahulu dari Terdakwa. Atas pencabutan tersebut, Panitera membuat Akta
Pencabutan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, Pihak yang mencabut
dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, selanjutnya Akta tersebut dikirim
ke Mahkamah Agung

Dalam setiap Putusan harus dilampirkan Soft Copy, apabila tidak disertai
maka berkas dinyatakan tidak lengkap :

3. Proses Peninjauan Kembali

Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya diterima
oleh Panitera Muda Tipikor dan dibuatkan Akta Pernyataan Peninjauan
Kembali serta dicatat dalam buku register, Panitera Muda Tipikor akan
memberikan tanda terima kepada Pemohon, diselesaikan pada hari itu juga
atau paling lama pada hari kerja berikutnya

Dalam hal terpidana selaku pemohon Feninjauan Kembali kurang memahami
hukum, Panitera wajib menanyakan dan mencatat alasan-alasan dalam Akta
Pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam buku reqister,
diselesaikan pada hari itu juga atau paling lama pada hari kerja
berikutnya ;

Kepaniteraan Tipiker menyerahkan permohonan Peninjauan Kembali kepada
Ketua Pengadilan Negeri pada hari itu juga atau paling lama pada hari
kerja berikutnya;

Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti ditetapkan pada hari itu
juga atau paling lama pada hari kerja berikutnya :

Kepaniteraan Tipikor meneruskan permohonan Peninjauan Kembali kepada
Majelis Hakim yang ditunjuk pada hari itu juga atau paling lama pada hari
kerja berikutnya ;

Majelis Hakim memeriksa apakah permintaan Peninjauan Kembali memen uhi
Persyaratan dalam waktu : 14 hari kerja ;

Panitera Pengganti menyerahkan Berita Acara FPemeriksaan dan Berita Acara
Pendapat kepada Kepaniteraan Tipikor, paling lama : 2 hari kerja setelah
sidang terakhir

Sejak Berkas diserahkan oleh Paniters Pengganti kepada Kepaniteraan
Tipikor, Berkas tersebut sudah harus dikirimkan ke Mahkamah Agung. dalam
wakiu : 7 hari kerja.
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4. Proses Grasij

* Permohonan Grasi digjukan oleh Terdakwa atu Penasehat Hukumnya atau
Keluarga Terdakwa, terhadap Putusan Pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan Hukum tetap kepada Presiden dicatat dalam Register, paling lama
1 hari kerja ;

* Dalam hal pidana yang dijstuhkan adalah pidana mati permohonan grasi
dapat dapat disjukan tanpa persetujuan terpidans ;

* Putusan pernidanaan yang dapat dimohonkan grasi adaiah @ Pidang mati,
pidana seumur hidup dan pidana penjara minimal 2 {dua) tahun :

* Permohonan grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu :

* Permohonan grasi digjukan kepada Presiden melalui Ketua Pengadilan
Negeri vang memutus perkara pada tingkat pertama dan atsy terakhir untuk
diteruskan kepada Mahkarmah Agung ;

* Panitera wajib membuat Akta Penerimaan Salinan Permohonan Grasi,
selanjutnya Berkas Perkara beseria Fermohonan Grasi dikirim ke Mahkamah
Agung. Apabila Permohonan Grasi tidek memenuhi persyaratan, Panitera
membuat Akta Permohonan Grasi

* Pemberkasan Grasi dengan pembuatan Berita Acara Asli paling lama 2 hari
dan dikiimkan ke Mahkamah Agung pada hari itu juga atau pada hari kerja
berikutnya.

VL. KEPANITERAAN PERDATA
A. PELAYANAN PENGADILAN

1. Pelayanan Permohonan

a

d

h

Masyarakat dapat mengajukan Permohonan dalam bantuk tertulis kepada Ketua
Pengadilan Negeri Temate dengan melampirkan bukti surat melalui meja PTSP:

Selelah berkas dinyatakan lengkap, dan biaya permohonan telah disetorkan
melalui nomor rekening Pengadilan Megeri Ternate yang ditunjuk, petugas Meja
PTSP pada Pengadilan Negeri Temate memberikan bukli register bahwa perkara
yang diajukan telah didaftarkanfteregister di Pengadilan Negeri Temate:

Lama proses dari berkas dinyatakan lengkap dengan diregister dan diberikan
nomor perkara hingga memberikan bukti register kepada pihak Pemohon paling
lama 30 (menit) -

Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, masyarakat dapat
mengajukan Surat Permchonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate yang
daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak di angkat.

Femohon yang tidak dapat membaca dan meanulis dapat mendatangi Advokat Piket
pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan setempat yang akan membantu
Pemohon untuk menyusun surat permohonannya,

Pengadilan akan mengirimkan panggilan sidang kepada Pemohon dan para pihak
selambat - lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama.

Pengadilan wajib menyelesaikan proses permohonan selambat-lambatnya 1 (satu)
bulan terhitung sejak sidang pertama. Bagi permohonan yang sifatnya sederhana
(tidak ada termohon) diselesaikan dalam waktuy selambat-lambatnya 2 (dua)
minggu sejak sidang pertama (kecuali ditentukan lain dengan undang - undang),
Pengadilan wajib memberikan penjelasan persoalan apa saja yang dapat diajukan
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permohonan,

Penetapan atas permohonan dinput di SIPP dalam 1 x 24 jam dan diberikan
kepada Pemohon paling lama 1 Jam setelah diajukan permintaan.

Suatu penetapan atas suatu permohonan dapat diajukan kasasi,

2. Pelayanan Gugatan

i,

Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ternate melalui
petugas Meja PTSP kepaniteraan perdata dengan menyerahkan surat gugatan,
minimal 5 (lima) rangkap. Untuk gugatan dengan tergugat lebih dari satu, maka
surat gugatan diberikan sesuai jumlah Tergugat dan menyerahkan salinan lunak
(softcopy) surat gugatan kepada petugas meja PTSP untuk diinpute di SIPP.
Penggugat membayar biaya panjar berdasarkan Surak Kuasa Untuk Membayar
(SKUM) dar petugas Meja PTSP (Meja | Kepaniteraan Perdata) yang berisi
informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus di bayar. Penggugat
melakukan pembayaran panjar biaya perkara melalui Nomor Rekening Pengadilan
Negeri Ternate yang ditunjuk.

Penggugat wajib menyerahkan SKUM dan bukti pembayaran kepada petugas Mejz
FTSP, setelah dokumen lengkap yaitu dengan menyerahkan surat gugatan dan
softcopy, surat kuasa dalam hal menggunakan kuasa dan bukti pembayaran panjar
biaya perkara, kemudian Surat Gugatan dibubuhi cap tanda pendaftaran dan diberi
nomer register perkara serta diinpute ke dalam SIPP Pengadilan Negern Ternate
selambat-lambatnya 2 (dua) jam satelah dokumen dinyatakan lengkap .

Pengadilan dapat meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang telah
dibayarkan tidak mencukupi. Penggugat dapat melakukan pembayaran
penambahan panjar biaya perkara dilakukan melalui nomor rekening Pengadilan
Megeri Ternate yang di tunjuk.

Pengadilan (Majelis Hakim) menetapkan hari sidang paling lama 1 x 24 Jam
setelah berkas perkara diterima oleh majelis hakim,

Pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara {gugatan, jawaban,
replik, duplik. pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi} diselesaikan dalam
jangka waktu selambat - lambatnya 5 (lima) bulan semenjak perkara didaftarkarn.
Majelis Hakim yang menangani perkara harus membuat court callender frencana
persidangan;

Para pihak akan mendapatkan surat pemanggilan sidang hari pertama dari
Pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama. Penentuan
hari sidang pertama sejak perkara diregister ditentukan berdasarkan jumiah
tergugat dan domisili tergugat dari Pengadilan.

Hakim wajib melakukan mediasi sebelum memeriksa perkara. Ketentuan tentang
pelayanan mediasi dapat di lihat pada point |V pada ketentuan ini.

Penggugat dapal mengajukan permohonan mediasi setiap saat selama proses
persidangan. Untuk mengajukan permohonan mediasi dapat mengacu pada poin IV
pada ketentuan i,

Setelah putusan dibacakan Majelis Hakim pada har itu juga wajib diinpute ke
dalam SIPP dan segera diminutasi 1 x 24 Jam. Pengadilan memberitahukan
kepada pihak yang tidak hadir paling lama 1 x 24 Jam.

Pembenan salinan putusan pengadilan kepada para pihak atas permintaan, paling
lama 2 (dua) jam setelah diajukan permintaan.
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3. Pelayanan gugatan/permohonan melalui E Court ;
A. Dasar hukum :
Peraturan MahkamahAgung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tetang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik,
Pelayanan E court di Meja PTSP Kepaniteraan Perdata

1.

g,

Masyarakat dan Penasehat Hukum yang mewakili suatu perkara berdasarkan
surat kuasa dapat mengajukan perkara secara & court melaui meja PTSP
Pengadilan Megeri Ternate dari tempatnya masing-masing tanpa harus datang
ke Pengadilan;

Datam hal masyarakat yang mengajukan gugatan secara e courl, petugas
membuatkan akun pengguna e court untuk dapat digunakan dalam
mendapatkan pelayanan secara e court seperti pendafiaran, pembayaran dan
panggilan dan akun tersebut dapat juga digunakan untuk layanan e litigasi,
pembuatan akun pengguna e court tersebut paling lama 1 (satu) jam setelah
membawa dokumen yang diperivkan, bagi advokat yaitu KTA, dokumen
penyumpahan dan KTP, sadangkan bagi masyarakat dapat dibuatkan akun
pengguna lain dengan membawa dokumen KTP, Email, Surat Kuasa {(dalam hal
diwakilkan) dan gugatan/permohanan yang akan disjukan ke Pengadilan Negeri
Termate ;

Setelah dibuatkan akun pengguna e court, petugas e court membantu
menuntun pengguna bamu tersebut dalam mendaftarkan gugatannya secara
ecourt dan memberikan penjelasan yang diperlukan mulai dan cara
mengaktifkan akun, mendaftarkan gugatan, membayar panjar biaya perkara
melalui Briva, panggilan dan e litigasi dan dokumen yang dibutuhkan untuk itu ;
Pendaftaran gugatan dapat dilakukan dalam hal dokumen yang diperlukan
untuk mendaftarkan melalui Sistim E court tersebul sudah lengkap sedangkan
lama proses untuk mendaftarkan gugatan melalul @ court dengan bantuan
petugas pengadilan tersebut paling lama 2 (dua) Jam ;

Bahwa pengguna e court dalam mendaftarkan perkaranya, setelah data dan
dokumen ferinpute secara lengkap akan akan mendapatkan taksiran panjar
biaya perkara dalam bentuk Elekironik SKUM (e-SKUM) yang digenerate
otomatis oleh syslem, berdasarkan radius tempat tinggal para pihak yang
ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Bahwa Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pembentahuan
disaat Pendaftaran Perkara sudah dilakukan pembayaran kemudian Pengadilan
akan melakukan venfikasi dan validasi dilanjutkan dengan mendaftarkan
Perkara di SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang merupakan
aplikasi manajemen administrasi perkara di Pengadilan sehingga akan ctomatis
mendapatkan Nomor Perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan
informasi pendaftaran perkara berhasil melalui e-Court dan SIPP. Apabila
Fengadilan telah selesai memvenfikasi pendaftaran kemudian mendapatkan
Momor Perkara maka halaman vernfikasi akan berubah, proses verifikasi
tersebut lama 2 (dua) jam .

Dengan telah mendapatkan nomor perkara, pengguna tinggal menunggu
panggilan dar pengadilan.

. Petugas e court sefiap saat aktif membuka tautan e court Pengadilan Negeri

ternate untuk mengetahui adanya gugatan maupun permohonan yang masuk
melalui E court ;
Uniuk layanan penggunaan akun & court tersebut diatas tidak dipungut biaya

4. Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)

Dasar Hukum

PERMA Momor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelempok.

Masyarakat dapat mengajukan gugatan melalui mekanisme gugatan perwakilan
kelompok (Class Action) melalui Meja PTSP Pengadilan Negeri Ternate. Gugatan

d,

b
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perwsakilan kelompok digjukan dalam hal :

1. Jumlah anggota kelompok semakin banyak sehingga fidak efekdif dan efisien
apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama
dalam satu gugatan.

2 Terdapat kesamaan fakia atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang
digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan di
antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.

3. Weakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungl
kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya.

4. Organisasi kemasyarakat/lembaga Swadaya Masyarakat dapat mengajukan
Gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhl persyaratan yang
ditentukan dalam undang - undang yang bersangkutan antara lain dalam
Undang-Undang No. 23 Tahun 1897 teniang Pengelolaan Lingkungan Hidup
atau Undang-Undang No. 8 Tahun 1898 Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 2 ayat (1)

5 Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan
Konsumen,

¢ Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur
dalam hukum Acara Perdata yang berlaku, dan harus memuat :

1. ldentitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok.

2 ldentitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggoia.

3. ldentitas lengkap dan jelas, wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama anggota
kelompok satu persatu.

4  |dentitas kelompok yang diperukan dalam kaitan dengan kewsjiban melakukan
pemberitahuan.

d Dokumen yang harus dilengkapi saal pengajuan sama dengan gugatan biasa dan
setelah berkas dinyatakan lengkap dan telah dilakukan pembayaran panjar biaya
perkara maka dalam waklu paling lama 2 {dua) jam petugas meja PTSP
mendaftarkan gugatan tersebut dengan diberi cap dan nomor register perkara dan
diinpute ke dalam SIPP (dalam hal gugatan tersebut melibatkan banyak orang
maka waktu yang dibutuhkan untuk administrasi pendaftaran gugatan dapat
menyesuaikan)

5. Pelayanan Mediasi
a Dasar hukum ;
PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadian

b. Mediasi dalam persidangan

1. Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam persidangan
dan tidak di pungut biaya

2. Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator yang
disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5 (lima) nama
mediator dan disertai dengan latar belakang pendidikan atau pengalaman para
mediator.

3. Para pihak dapat memilih mediator yang bukan hakim. Dalam hal demikian
maka biaya mediator manjadi beban para pihak.

4, Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis hakim akan segera
menunjuk hakim (bukan pemeriksa pokok perkara) yang bersedifikat pada
pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator

5 Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup
dengan tidak di pungut biaya.

25



¢ Mediasi di Luar Persidangan (di Luar Pengadilan)

1

Masyarakat yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka melalu
mediator bersertifikat di luar Pengadilan.

2. Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maks dapat mengajukan

Gugatan kepada pengadilan yang berwenang untuk mempercleh Akla
Perdamaian.

Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak mendaftarkan
gugatan mereka di pengadilan dengan melampirkan hasil kesepakatan mediasi
dan sertifikat mediator.

6. Pelayanan Upaya Hukum

a Pelayanan Administrasi Banding

1.

Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui
Fanitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negen dalam wakiu
14 (empat belas) hari kalender terhitung keeseckan harinya sejak putusan
divcapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.

Pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang
dituangkan dalam SKUM, Petugas meja PTSP (Petugas Meja | Kepaniteraan
Muda Perdata) mencatat dalam buku register dan memberikan Akta Pernyataan
Banding kepada pemohon banding apabila panjar biaya banding telah di bayar
melalui nomor rekening pengadilan yang ditunjuk.

Pemberian akta peryataan banding untuk ditandatangani dilkukan paling lama
30 (tiga puluh menit) setelah para pihak menyerahkan bukti pembayaran panjar
biaya banding;

Pengadiian wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak terbanding
dalam waktu 7 (tujuh) har kalender, tanpa perlu menunggu diterimanya memaori
banding.

Pemchon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding dengan
mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Neger yang ditandatangani oleh
pembanding dengan menyertakan &kia pencabutan bDanding vyang
ditandatangani cleh Panitera.

Pengadifan wajib melakukan pemerikzaan perkara banding dalam jangka wakiu
3 (tiga) bulan termasuk proses minutasi.

Dalam hal perkara telah di putus oleh Pengadilan Tingkat Banding, salinan
putusan segera dikiimkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk segera
diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima cleh Pengadilan
pengaju dalam waktu 14 (empat belas) han,

b Pelayanan Administrasi Kasasi

1.

Penggugat atau Tergugat dapai mengajukan upaya hukum kasasi melalui
Petugas Meja PTSP Kepaniteraan Muda Perdata di Pengadilan Negeri Termate
dalam waktu 14 {(empat belas) han kalender terhitung keesokan harinya sejak
putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.

Pemohon atau Termohon dalam perkara Permochonan dapal mengajukan
kasasi dalam waktu 14 (empat belas) har setelah penstapan diberitahukan
kepadanya

Pemohon kasasi harus membayar panjar permohanan kasasi yang dituangkan
dalam SKUM. Pengadilan mancatat dalam buku register dan memberikan Akta
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Pernyataan Kasasi kepada pemohon kasasi apabila panjar biaya kasasi telah di
bayar kerekening Mahkamah Agung yang ditunjuk .

Pembenan akta pernyataan kasasi untuk ditandatangani dilakukan paling lama
30 (tiga puluh menit) setelah para pihak menyerahkan bukti pembayaran panjar
biaya kasasi ;

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi selambat-lambatnya
dalam wakiu 14 (empal belas) han sesudah pernyataan kasasi diajukan pada
kepaniteraan Pengadilan Neger. Panitera wajib memberikan tanda terima
setelah Pemohon mengajukan memori kasasi tersebut paling lama 30 (tiga
puluh) menit setelah diajukan.

Pemohon kasasi dapat melakukan pencabutan permohonan kasasi yang
diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang ditandatangani oleh pemohon
kasasi dengan menyertakan Akta Pencabutan Kasasi yang ditandatangani oleh
Panitera.

Fengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara kasasi dalam jangka waktu 6
{enam) bulan termasuk proses minutasi (SEMA No. 3 Tahun 1988 tentang
Penyelesaian Perkara).

Dalam hal perkara telah di putus oleh Mahkamah Agung, mengirimkan salinan
putusan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk diberitahukan kepada para
pihak dalam waktu 2 x 24 Jam sejak putusan diterima oleh Pengadilan .

Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali

3

Para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap
putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan undang-
undang.

Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali
kepada Petugas Meja PTSPF Kepaniteraan Muda Perdata Pengadilan Negeri
Temate .

Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara yang dituangkan
dalam SKUM. Pernyataan Peninjauan kembali diserahkan bila panjar dalam
SKUM telah dibayar melaiui rekening Mahkamah Agung yang ditunjuk paling
lama 30 (tiga puluh) menit setelah bukti pembayaran diserahkan

Pencabutan Permchonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Ketua
Mahkamah Agung dan ditandatangani oleh pemohon Peninjauan Kembali,
Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung dalam hal
perkara telah di putus oleh Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tingkat
Pertama untuk dibentahukan kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga puluh)
han sejak putusan diterima oleh pengadilan pengaju.

6. Pelayanan Administrasi Eksekusi

a4 Masyarakat yang telah memiliki putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
dapat mengajukan parmohonan eksekusi atas putusan tersebut

Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan
Negeri melalui petugas PTSP Kepaniteraan Perdata.

Fengadilan harus menetapkan biaya panjar eksekusi yang ditentukan dalam
SKUM, yang berisi komponen biaya eksekusi, vailu biaya meterai Penetapan
Eksekusi, biaya pemberitahuan Aanmaning/Teguran tertulic kepada Termohon
Eksekusi, biaya pelaksanaan eksekusi (terdiri dari biaya Pelaksanaan Eksekusif/
Pengosongan, biaya Sita EksekusifAngkat Sita/CB), biaya Penyampaian Salinan

11

z7



Berita Acara Sita kepada para pihak dan desa'kelurahan, biaya pemberitahuan
dan pencatatan eksekusi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan biaya sewa
kendaraan.

il Pengadilan harus segera mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permochonan
diterima. Penetapan tersebut menyatakan bahwa permchonan eksekusi tersebut
dapat dieksekusi (executable) atau tidak dapat dieksekusi (non executable).

e Jika setelah di tempuh langkah-langkah sesuai ketentuan perundangan dan
ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim, maka
Ketua Pengadilan membuat penetapan eksekusi.

£ Pemohon eksekusi wajib membayar panjar terlebih dahulu agar eksekusi dapat
dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka Pemohon dapat dimintakan biaya
tambahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan dengan disertai tanda bukti
pembayaran berikut rincian komponen biaya.

g Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan harus dalam
bentuk terfulis dan memperhatikan tenggang wakiu yang cukup sekurang-
kurangnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan eksekusi.

B. PENYELESAIAN PERKARA

1.

10.

11

12,

Pendaftaran gugatan dan parmchonan, setelah biaya perkara di taksir oleh meja
pertama berdasarkan Sural Kepulusan Ketua Pengadilan Negeri, yang di bayar
langsung ke Bank yang di tunjuk setelah itu meja pertama memberikan nomor
rekening Pengadilan Negeri tersebut dilaksanakan paling lama 1 jam .
Registrasi perkara perdata gugatan/permohonan, diselesaikan pada hari itu juga.
Penyerahan berkas perkara kepada Kstua Pengadilan Megeri melalui Panitera untuk
ditetapkan Majelis Hakimnya/Hakim, diselesaikan pada hari itu juga atau paling
lama pada hari kerja berikutnya.
Ketua Pengadilan Megeri menetapkan Majelis Hakim/Hakim dan Panitera menunjuk
Panitera Pengganti dalam waktu paling lama 2 hari kerja
Setelah berkas diterima Penetapan Hari Sidang oleh Majelis Hakim/Hakim,
ditetapkan pada hari itu juga.
Ketua Majelis Hakim sebagai pembaca pertama mempelajari berkas perkara dan
selanjutnya menyerahkan kepada Hakim Anggota | dalam tenggang waktu paling
lama 3 hari kerja.
Hakim Anggota | selaku pembaca kedua mempelajari berkas perkara dan selanjutnya
menyerahkan kepada Hakim Anggota |l dalam tenggang waktu paling lama 3 hari
kerja.
Hakim Anggota |l selaku pembaca ketiga mempelajari berkas perkara dan selanjutnya
menyerahkan kepada Ketua Majelis dalam tenggang waktu paling lama 3 hari
kerja.
Untuk tenggang waktu pemanggilan sidang, dibutuhkan waktu selama 7 hari karja,
kecuali untuk panggilan delegasi dan untuk panggilan luar neger paling lama 3
bulan/disesuaikan dengan ketentuan Departemen Luar Negeri.
Setelah para pihak hadir dalam sidang pertama Majelis Hakim menunjuk mediator dan
memberikan tenggang waktu untuk Mediasi sesuai PERMA No. 01 Tahun 2016
kacuali terhadap perkara-perkara perdata khusus,
Panitera Pengganti wajib melaporkan tentang tanggal penundaan sidang beserta
alasannya kepada Kepaniteraan Perdata pada hari itu juga.
Pemeriksaan perkara (Gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan,
putusan) diselesaikan paling lama 5 bulan, kecuali terhadap perkara perdata
khusus.
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13.

14,

15,

16.

17.

Panitera Pengganti walilb meminta perincian biaya perkara kepada kasir sebelum
putusan diucapkan dan setelah putusan diucapkan wajib melaporkan kepada kasir
perdata pada hari itu juga.

Fada saat putusan diucapkan, Majelis Hakim membacakan putusan yang telah siap
dibacakan dan ditandatangani.

Panitera Pengganti wajib melaporkan tanggal dan amar putusan kepada Kepaniteraan
Perdata pada hari ity Juga setelah putusan divcapkan dan disertai perintah untuk
memberitahukan putusan kepada para pihak yang tidak hadir,

Kepaniteraan Perdata mencataf perkembangan persidangan tersebut ke dalam bulku
register yang diperuntukan untuk ity pada hari itu juga setelah menerima laporan dari
Panitera Pengganti.

Majelis Hakim dan Paritera Pengganti wajib menyelesaikan Minutasi dan
Pemberkasan perkara 14 hari kerja setelah putusan (kecuali putusan sela yang
bukan putusan akhir) diucapkan.

C PROSES BANDING, KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

T

Proses Banding

a Pernyataan banding dapat disjukan dalam tenggang waktu 14 hari setelsh
putusan diucapkan atau setelah putusan diberitshukan kepada para pihak yang
tidak hadir.

h. Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding paling lama 2 hari kerja
setelan pernyataan banding diterima tanpa menunggu Memori Banding.

¢ Minutasi perkara banding harus sudah diserahkan oleh Panitera Pengganti kepada
Kepaniteraan Perdata dalam waktu 14 han setelsh permohonan banding diajukan.

d Para Pihak diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)
selama 14 hari kerja.

e Pengiriman Berkas Perkara ke Pengadilan Tinggi paling lama 30 hari sejak
Pernyataan Banding diterima (tanpa harus menunggu Memari Banding/terkecuali
ada pemberitahuan delegasi vang belum kembali).

E Jika permohonan banding tersebut di cabut oleh Pemohon dan berkas tersebut
telah di kirim dan belum di putus oleh Pengadilan Tinggi, harus diberitahukan
kepada Pengadilan Tinggi dan Terbanding pada hari itu juga,

& Apabila ada memori banding yang telah diterima oleh Pengadilan Negeri setelah
berkas di kirim maka Pengadilan Negeri mengirimkan memori banding dan atau
kontra memori banding tersebut Sesegera mungkin dengan disedai relsas
pemberitahuannya,

h Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft copy masing-masing putusan, apabila
tidak disertai maka berkas dinyaiakan tidak lengkap.

L Dalam setiap putusan banding yang diterima dari pengadilan tinggl harus disertai
soft copy.

i Pemberitahuan Putusan Banding dari Pengadilan Tinggi diberitabukan kepada para
pihak dalam waktu paling lama 2 hari setelah putusan diterima.

Proses Masasi

a Pernystaan Kasasi dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 hari sataelsh putusan
banding diberitahukan Kepada para pihak.

b Pemberitahuan Pemyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi dalam wakiu paling
lama 2 hari kerja setelah pemyatasn kasasi diterima,

¢ Pemohon Kasasi wajib menyerahkan memori kasasinya dalam waktu 14 hari
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setelah permohonan kasasi diajukan,

d Memori Kasasi harus diberitahukan kepada Termohon Kasasi dalam waktu 2 hari
kefja, setelah memori diterima.

e Kontra Memori Kasasi diserahkan oleh Termohon Kasasi dalam wakiu 14 hari
setelah Termohon Kasasi menerima Memori Kasasi,

E Pengiriman Berkas Perkara Kasasi ke Mahkamah Agung paling lama 30 hari sejak
Pernyataan Kasasi diterima,

& Dalam setiap putusan harus dilampirkan soft Copy masing-masing putusan, apabila
lidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

h Dalam setiap putusan kasasi yang diterima dari Mahkamah Agung mohon disertai
soft copy.

L Putusan Kasasi diberitahukan kepada para pihak dalam waktu, paling lama 2 hari,
setelah putusan diterima,

Proses Peninjauan Kembali

a Penerimaan permchonan dan pencatatan dalam register Peninjauan Kembali
paling lama 1 hari kerja

h. Pernyataan Peninjauan Kembali dapat digjukan, dalam tenggang wakiu 180 hari
kerja.

c Setelah putusan kasasi diberitahukan kepada para pihak atau sejak ditemukan
bukti baru {(novum), disertal alasan Peninjavan Kembali.

d Pemberitahuan Permohonan Peninjauan kembali kepada Termohon Peninjauan
Kembali paling lama 2 hari kerja setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima.

e Jawaban alas alasan Peninjauan Kembali dapat di serahkan oleh Termohon
Peninjauan Kembali dalam waktu 30 hari setelah Termohon Peninjauan Kembali
menerima alasan Peninjauan Kembali.

I Dalam waktu paling lama 30 hari setelah jawaban diterima dari Termohon
Peninjauan Kembali berkas Peninjauan Kembali harus di kinm ke Mahkamah
Agung.

& Dalam setiap Putusan harus dilampirkan soft Copy masing-masing putusan, apabila
tidak disertai maka berkas dinyatakan tidak lengkap.

h Dalam setiap Putusan Peninjauan Kembal| yang diterima dari Mahkamah Agung di
mohon disertai soft copy.

L Putusan Peninjauan Kembali diberitahukan kepada para pihak dalam waktu paling
lama 2 hari setelah putusan di terima,

D. DELEGASI

1.

2

Permintaan bantuan pemberitahuan ke pengadilan  negen lain'delegasi
diselesaikan 1 hari kerja.

Penyelesalan permintaan bantuan tersebut diterima harus dijalankan, setelah
permintaan bantuan tersebut diterima, paling lama 3 hari kerja.

Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan Negeri Pemohon Bantuan,
diselesaikan 2 hari kerja.

Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah benar-benar
melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada Jurusita apabila telah
melaksanakan tugasnya melapor kepads panitera dengan memperlihatkan relaas-
relaas/hasil pekerjaannya,

Setiap Pengadilan Negeri membentuk Tim Defegasi untuk melaksanakan delegasi dari
Pengadilan Megeri Pemohon.
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E. SITA, AANMANING DAN EKSEKUSI

1. Sita Jaminan

i

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya
(SKUM) setelah menerima salinan Penetapan Sita Jaminan dar Majelis Hakim
pada hari itu juga.

Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi mempersiapkan Penunjukan Jurusita pada
hari itu juga setelah Pemochon membayar SKUM dan mencatatnya ke dalam buku
register penyitaan,

Jurusita melakukan sita jaminan paling lama 3 hari setelah menerima berkas Sita
Jaminan dari Kepanileraan Perdata/Bagian Eksekusi.

Jurusita menyerahkan berkas Sita Jaminan kepada Kepaniteraan Perdata/Bagian
Eksekusi Perdata paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita jaminan,

Z. Aanmaning

i

b

Surat masuk permohonan aanmaning, disposisi KPN dan Panitera pada hari yang
sama dengan surat masuk.

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya
(SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Panitera dan mencatatnya ke dalam
Register Eksekusi paling lama 1 hari setelah menerima disposisi.

Kepaniteraan Pardata/Bagian Eksekusi mempersiapkan Penslapan dari KPN
paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM.

Penyerahan berkas aanmaning/peneguran cleh bagian eksekusi kepada KPN
untuk ditetapkan hari dan tanggal peneguran (pada hari itu juga).

Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu juga.

Hari dan tanggal pelaksanaan aanmaning diperhitungkan 7 hari kerja untuk di
dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri, dan 14 hari kerja apabila tempat tinggal
Termohon berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan.
Jurusita melakukan pemanggilan kepada Termohon pada hari itu juga dan atau
paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan.
Jurusita membuat Berita Acara Peneguran pada hari itu juga setelah dilakukan
peneguran,

3. Sita Eksekusi

i

b,

Surat masuk permohonan sits eksekusi, disposisi KPN dan Panitera pada hari
yang sama dengan surat masuk.

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya
{SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Panitera dan mencatatnya ke dalam
Register Eksekusi paling lama 1 hari setelah menerima disposisi.

Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi mempersiapkan Penetapan KPN paling
lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan
Penetapan Sita Eksekusi.

KPN/Panitera meneliti Penetapan Sita Eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN
pada hari itu juga.

Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima berkas
sita eksekusi dari bagian eksekusi.

Jurusita menyerahkan berkas sita eksekusi kepada bagian eksekusi perdata
paling lama 1 hari setelah pelaksanaan eksekusi,

4. Eksekusi RiilllPengosongan
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Surat masuk permohonan sita eksekusi, disposisi KPN dan Pansek pada hari yang
sama dengan agenda surat masuk,

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya
(SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Pansek pada hari itu juga.
Kepaniteraan Perdata/Baglan Eksekusi mempersiapkan Penetapan KPN paling
lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjuinya dibuatkan
penetapan eksekusi.

KPN/Panitera meneliti Penetapan Eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN pada
hari itu juga.

Panitera menunjuk Jurusita pada hari itu juga.

Jurusita melaksanakan Rapat Koordinasi paling lama 3 hari setelah menenma
berkas eksekusi dan bagian eksekusi.

Jurusita melaksanakan pemberitahuan pelaksanaan eksekusi kepada para pihak
paling lama 3 hari sebelum hari dan tanggal peneguran yang telah ditetapkan.
Jurusita menyerahkan berkas eksekusi kepada bagian eksekusi perdata paling
lama 1 hari setelah pelaksanaan eksekusi.

Eksekusi Lelang

i

b

i

Surat masuk permohonan sita eksekusi, disposisi KPN/Panitera pada hari yang
sama dengan agenda surat masuk.

Panitera Muda Perdata meneliti kelengkapan berkas dan menghitung panjar biaya
(SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Panitera pada hari itu juga.
Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi mempersiapkan Penetapan KPN paling
lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk selanjutnya dibuatkan
penetapan eksekusi

KPMN/Panitera meneliti Penetapan Eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN pada
hari itu juga.

Kepaniteraan Perdata/Bagian Eksekusi mempersiapkan sural permohonan
pelaksanaan lelang kepada kantor lelang paling lama 2 hari setelah Penetapan
ditandatangani.

&. Laporan Perdata (Untuk diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum)

i

h.

[

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan bulanan kepada Panitera Muda
Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap bulannya.

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 4 bulanan kepada Panitera Muda
Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap 4 bulannya.

Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan 6 bulanan kepada Panitera Muda
Hukum paling lambat pada tanggal 3 tiap 6 bulannya.

d Panitera Muda Perdata menyerahkan laporan tahunan kepada Panitera Muda

Hukum paling lambat pada tanggal 3 Januari.

VIl. KEPANITERAAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN
NEGERI| TERMATE.
A. Dasar Hukum :

1,

Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg),

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
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. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Indutrial;

. SK MA Nomor : KMA/M32/SK/IV/Z006 tentang Pemberlakuan Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

. 5K KMA No 26/KMA/SKIINZ012 tentang standar pelayanan;

. Pelayanan Pendaftaran Perjanjian Bersama (PB) dan Akta Perdamaian

Para pihak mengajukan pendaftaran perjanjian bersama dengan menyerahkan suraf
permochonan pendaftaran perjanjian bersama, akia perjanjian bersama, risalah
perundingan bipartit yang ditanda tangani oleh para pihak yang melakukan
perundingan dan kartu tanda penduduk (KTP) para pihak yang melakukan
perundingan kepada petugas layanan;

Para pihak dapat mengajukan pendaftaran peranjan bersama (PB) dengan
menyerahkan surat permohonan pendaftaran, akia perjanjian bersama yang
dikeluarkan oleh dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ditanda tangani oleh
para pihak yang melakukan mediasi atau konsiliasi dan  mediator atau konsiliator
serta kartu tanda penduduk (KTP) crang yang melakukan mediasi atau konsiliasi
kepada petugas layanan,

Para pihak dapat mengajukan pendaftaran akia perdamaian dengan menyerahkan
surat permohonan pendaftaran, akia perdamaian yang ditandatangani oleh para
pihak yang melakukan arbitrase dan ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbiter
kepada petugas layanan;

Para pihak yang memberkan kuasa kepada orang lain untuk mengajukan
pendaftaran perjanjian bersama atau akta perdamaian wajib menyerahkan kariu
tanda penduduk (KTP) orang yang mengajukan pendaftaran serta surat kuasa pada
saat mengajukan permohonan pendafiaran perjanjian bersama;

Panitera Muda Khusus PHI memeriksa kelengkapan permohonan pendafaran
perjanjian bersama atau akia perdamaian dalam waktu 10 menit;

Pengadilan wajib memberikan akia bukti pendaftaran perjanjian bersama atau akla
perdamaian dalam waktu 30 (tiga puluh) menit setelah permohonan pendaftaran
perjanjian bersama atau akta perdamaian dinyatakan lengkap;

. Pelayanan Perkara Gugatan

Parusahaan, pekerja/buruh atau serikat pekerja dapat mengajukan gugatan ke
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate melalui petugas
meja pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dengan menyerahkan surat gugatan
yang dilampirkan dengan asli risalah dan anjuran minimal 5 (lima) rangkap dan
untuk gugatan dengan tergugat lebih dar satu, maka surat gugatan yang ditampiri
dengan risalah dan anjuran diberikan sesuai dengan jumiah tergugat;

Pihak yang mengajukan gugatan sedapat mungkin menyerahkan salinan lunak
(softcopy) surat gugatan kepada pelaksana layanan Pengadilan/petugas pelayanan
satu pintu (PTSP) pada saat mengajukan gugatan;

Fanitera Muda Khusu PHI memeriksa kelengkapan berkas perkara dan menghitung
panjar biaya berkara dalam waktu 20 menit;

Jika nilai gugatan lebib dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), maka
penggugat dibebankan untuk membayar biaya panjar perkara dan petugas meja
pelayanan memberikan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada penggugal
yang berisi informasi mengenai rincian panjar biaya perkara yang harus di bayar
oleh penggugat melalul bank yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam waktu 5 menit;
Jika nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
maka penggugat tidak dibebankan untuk membayar panjar biaya perkara dan
Panitera Muda Khusu PHI membuat penetapan yang ditandatangani oleh Ketua
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10.

1.

12,

13,

Paengadilan yang berisi biaya perkara dibebankan kepada negara dalam wakiu 10
menit;

Penggugat wajib menyerahkan SKUM dan bukii pembayaran kepada petugas Meja
Pertama untuk didaftarkan dan menerma tanda lunas beserta Surat Gugalan yang
sudah dibubuhi cap tanda pendaftaran dari petugas pada hari yang sama atau
selambat - lambatnya 1 (satu) hari kerja;

Pengadilan dapat meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar biaya
perkara yang telah dibayarkan tidak mencukupi. Penggugat dapat meiakukan
pembayaran penambahan panjar biaya perkara dilakukan melalui bank yang di
tunjuk oleh Pengadilan;

Pengadilan wajib menetapkan hari sidang selambat-lambatnya 3 (tiga) han kena
sejak perkara diterima oleh majelis hakim;

Pengadilan wajib menyelenggrakan pemeriksaan perkara (gugatan, [awaban, replik,
duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasi) diselesakan dalam jangka waktu
selambat - lambatnya 57 {lima puluh tujuh) har kerja semenjak perkara disidangkan
oleh Majelis Hakim;

Para pihak akan mendapatkan surat pemanggilan sidang hari pertama darn
Pengadilan selambai-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama. Penentuan
hari sidang pertama sejak perkara diregister ditentukan berdasarkan jumiah tergugat
dan domisili tergugat dari Pengadilan;

Pengadilan wajib memberitahukan putusan kepada pihak yang tidak hadir pada
sidang pembacaan putusan paling selambat-lambatnya 7 {tujuh) hari kerja setelah
putusan dibacakan di muka persidangan.

Pengadilan wajib menerbitkan salinan putusan selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari kerja setelah putusan di tandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera
Pengganti;

Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan pengadilan kepada para pihak,
paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diterbitkan;

D. Pelayanan Upaya Hukum

I. Pelayanan administrasi kasasi.

{. Penggugat atau Tergugal dalam perkara perselisinan hak dan perselesihan
pemutusan hubungan kera dapat mengajukan upaya hukum kasasi melalui
Panitera Muda Perdata Khusus PHI pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negen Temate dalam wakiu 14 (empatl
belas) hari kerja terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau
diberitahukan pada pihak yang tidak hadir,

2 Jika nilai gqugatan lebih dari Rp150.000,000,00 (seratus lima pulh juta rupaihj,
maka Pemohon kasasi harus membayar panjar permohonan kasasi yang
dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Pengadilan mencatat
dalam buku register dan memberikan Akta Permyataan Kasasi kepada pemohon
kasasi apabila panjar biaya kasasi telah di bayar lunas dalam waktu 1 (satu) hari
kerja;

3. Jika nilai gugatan kurang dari Rp150.000.000,00 (seratus lima pulh juta rupaih),
maka Pamohon kasasi tidak membayar panjar permohonan kasasi, Pengadilan
mencatat dalam buku register dan memberkan Akta Pemyataan Kasasi kepada
pemohon kasasi dalam waktu 1 (s8lu) hari kerja;

4, Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi selambat-lambatnya
dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sesudah pernyataan kasasi
diterima pada kepanitersan Pengadilan Hubungan Industnal pada Pengadilan
Negeri Ternate. Panitera wajib memberikan tanda terima memon kasasi,

5 Pemohon kasasi dapat melakukan pencabutan permohonan kasasi yang
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digjukan kepada KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negern
Ternate yang ditandatangani oleh pemohon kasasi dengan menyertakan Akta
Pencabutan Kasasi yang ditandatangani oleh Panitera.

Pengadilan wajb memberitahukan kepada termohon kasasi tentang
permohonan kasasi selambat-lambatnya 2 (dua) han kerja sejak tanggal
permohonan kasasi;

Pengadilan wajib memberikan salinan memor kasasi kepada Termchon kasasi
dan kontra memori kepada pemohon kasasi selambat-lambatnya 2 (tujuh) han
kerja sejak diterimanya memor kasasi dan kontra memori kasasi;

Pengadilan wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung
Rl selambat-lambatnya 14 (empat belas) han kerja terhitung sejak tanggal
permohonan kasasi;

Dalam hal perkara telah di putus oleh Mahkamah Agung RI, Pengadilan
pengaju wajib memberitahukan putusan Mahkamah Agung Rl kepada para
pihak dalam waktu 30 hari kalender sejak putusan Mahkamah Agung RI
diterima ocleh Pengadilan pengaju.

Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali

1. Para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap
putusan yang telsh berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan
undang-undang;

2. Penggugat atau terguget dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan
Kembali kepada Paniteras Muda Perdata Khusus PHI pada Meja Pertama di
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Meger Ternate;

3. Pemohon Peninjauan Kembal harus membayar biaya perkara yang
dituangkan dalam SKUM. Pernyataan Peninjauan kembali dapat diterima
bila panjar dalam SKUM felah dibayar lunas, terkecuali permohonan
peninjauan kembali atas perkara yang nilai gugatannya kurang dari
Rp150.000.000,00 (seratus hma puluh juta rupiah), maka pemochon
peninjauan kembali tidak di kenakan membayar biaya perkara,

4. Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Ketua
Mahkamah Agung dan ditandatangani oleh pemohon Peninjauan Kemball.

5 Dalam hal perkara telah di putus oleh Mahkamah Agung RI, Pengadilan
pengaju wajib membentahukan putusan Mahkamah Agung Rl kepada para
pihak dalam waktu 30 har kalender sejak putusan Mahkamah Agung RI
ditenma cleh Pengadilan pengaju.

lll. Pelayanan Administrasi Eksekusi

1.

Penggugat atau tergugat dapat mengajukan permohonan eksekusi atas
Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan atau putusan Mahkamah Agung
RI vang telah berkekuatan hukum tetap;

Para pihak dapat mengajukan perhononan eksekusi atas perjanjian bersama
yang telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Termnate;

Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ternate;

Pemohon eksekusi yang mengajukan permohonan eksekusi atas perjanjian
bersama atau akta perdamaian yang telah didaftarkan pada Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri dapat mengajukan permohonan
eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di
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V.

wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan
Industnal pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekuss;

5. Pengadilan harus menetapkan biaya panjar eksekus: yang ditentukan dalam
Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), yang berisi komponen biaya eksekusi,
yaitu biaya meterai Penetapan  Eksekusi, biaya pemberitahuan
Aanmaning/Teguran tertulis kepada Termohon Eksekusi, biaya pelaksanaan
eksekusi (terdiri dari biaya Pelaksanaan Eksekusif biaya Sita EksekusiAngkat
Sita/CB), biaya Penyampaian Salinan Berita Acara Sita kepada para pihak
dan desalkelurahan, biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi ke Badan
Pertanahan Nasional (BPN) dan biaya sewa kendaraan, terkecuali permohonan
eksekusi atas perjanjian bersama dan akta perdamaian serta perkara yang nilai
gugatannya kurang dari Rp150.000.000,00 {seratus lima puluhjutar rupiah);

6 Pengadilan harus segera mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permohonan
diterima., Penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan eksekusi
tersebut dapat dieksskusi (execulable) atau tidak dapat dieksekusi (non
executable);

7. Jika setelah di tempuh langkah-langkah sesuai ketentuan perundangan dan
ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan hakim, maka
Ketua Pengadilan membuat penetapan eksekusi,

8 Pemohon eksekusi wajib membayar panjar terlebih dahulu agar eksekusi dapat
dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka Pemohon dapat dimintakan
biaya tambahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan dengan disertai tanda
bukli pembayaran berikut rincian komponen biaya;

9 Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan harus dalam
bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang wakiu yang cukup sekurang-
kurangnya 3 (tiga) han sebelum pelaksanaan eksekusi.

Delegasi :

1. Permintaan bantuan  panggilan { pemberitahuan ke Pengadilan Hubungan
Industrial lain / Delegasi, diselesaikan 1 hari kena,

2. Penyelesaian permintzan bantuan dijalankan, setelah permintaan bantuan
tersebut diterima, paling lama 3 hari kerja,

3. Pengiriman kembali relaas kepada Pengadilan MNegeri Pemohon Bantuan,
diselesaikan 2 har kerja.

4. Panitera melakukan pengawasan terhadap kinerja Jurusita apakah sudah
benar-benar melaksanakan tugasnya tepat waktu dan diharuskan kepada
Jurusita apabila telah melaksanakan tugasnya melapor kepada panitera
dengan memperlihatkan relaas-relaas/hasil pekeraannya.

5. Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan MNegeri mengikuti Tim
Delegasi yang telah dibentuk oleh Pengadilan Negerti tersebut untuk
melaksanakan delegasi dari Pengadilan Hubungan Industrial Pemohan.

SITA, AANMANING DAN EKSEKUSI
a. Sita Jaminan

1. Panitera Muda Perdata Khusus PHI meneliti kelengkapan berkas dan
menghitung panjar biaya (SKUM) untuk perkara yang nilai gugatanya lebih
dan Rp150.000.000.00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah menerima
salinan Penstapan Sita Jaminan dan Majelis Hakim pada hari itu juga,

2 Kepaniteraan Perdata Khusus PHI/Bagian Eksekusi mempersiapkan
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Penunjukan Jurusita pada hari itu juga setelah Pemohon membayar
SKUM dan mencatatnya ke dalam buku register penyitaan.

Jurusita melakukan sita jaminan paling lama 3 hari setelah menerima
berkas Sita Jaminan dari Kepaniteraan Khusus PHI/Bagian Eksekusi.

. Jurusita menyerahkan berkas Sita Jaminan kepada Kepaniteraan Khusus

PHIVBagian Eksekusi paling lama 1 hari setelah pelaksanaan sita jaminan.

. Aanmaning

1.

2,

2.

Surat masuk permohonan aanmaning, disposisi KPN dan Panitera pada
hari yang sama dengan surat masuk.

Panitera Muda Khusus PHI meneliti kelengkapan berkas dan menghitung
panjar biaya (SKUM) untuk perkara yang nilai gugatanya lebih dari
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah menerima
disposisi dari KPN/Panitera dan mencatatnya ke dalam Register Eksekusi
paling lama 1 hari setedah menerima disposisi.

Kepaniteraan Khusus PHI/Bagian Eksekusi mempersiapkan Penetapan
dari KPN paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM.
Penyerahan berkas aanmaning/penaguran oleh bagian eksekusi kepada
KPN untuk ditetapkan han dan tanggal peneguran (pada hari itu juga).
Panitera menunjuk Jurusita untuk melakukan pemanggilan pada hari itu
juga.

Hari dan tanggal peilaksanaan aanmaning diperhitungkan 7 hari kerja
untuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Hubungan Industrial, dan 14
hari kerja apabila tempat tinggal Termohon berada di luar wilayah hukum
Pengadilan Hubungan Industrial yang bersangkutan.

Jurusita melakukan pemanggllan kepada Termohon pada hari itu juga
dan afau paling lama 7 hari sebelum hari dan langgal peneguran yang
telah ditetapkan.

Jurusita membusat Berita Acara Peneguran pada hari itu juga setelah
dilakukan peneguran.

. Sita Eksekusi
1.

Surat masuk permohonan sita eksekusi, disposisi KPN dan Panitera pada
hari yang sama dengan surat masuk.

Panitera Muda Khusus PHI meneliti kelengkapan berkas dan menghitung
panjar biaya (SKUM) untuk perkara yang nilai gugatanys lebih dari
Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) setelah menerima
disposisi dari KPN/Panitera dan mencatatnya ke dalam Register Eksekusi
paling lama 1 hari setelah menerima disposisi.

Kepaniteraan Khusus PHI/Bagian Eksekusi mempersiapkan Penstapan
KPMN paling lama 2 hari setelah Pemohon membayar SKUM untuk
sélanjuinya dibuatkan Penatapan Sita Eksekusi.

KPNfPanitera meneliti Penetapan Sita Eksekusi untuk ditandatangani oleh
KPN pada hani itu juga.

. Jurusita melaksanakan Sita Eksekusi paling lama 3 hari setelah menerima

berkas sita eksekusi dari bagian eksekusi.
Jurusita menyerahkan berkas sila eksekusi kepada bagian eksekusi
paling lama 1 hari setelah pelaksanaan eksekusi.
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d. Eksekusi Lelang

1. Surat masuk permohonan sita eksekusi, disposisi KPN/Panitera pada hari
yang sama dengan agenda surat masuk.

2. Panitera Muda Khusus PHI meneliti kelengkapan berkas dan menghitung
panjar biaya (SKUM) setelah menerima disposisi dari KPN/Panitera pada
hari itu juga.

3. Kepaniteraan Khusus PHI/Bagian Eksekusi mempersiapkan Penetaspan
KPN paling lama 2 hari setelah Pemchon membayar SKUM untuk
selanjutnya dibuatkan penetapan eksekusi,

4. KPN/Panitera meneliti Penstapan Eksekusi untuk ditandatangani oleh KPN
pada hari itu juga.

5. Kepaniteraan Khusus PHUBagian Eksekusi mempersiapkan surat
permohonan pelaksanaan lelang kepada kantor lelang paling lama 2 hari
setelah Penetapan ditandatangan|.

VIIL. KEPANITERAAN HUKUM
A. PELAYANAN PENGADUAN
1. Dasar Hukum :

2 SK KMA Nomor - O76/KMA/SKANZ009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Fenanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan

h SK KMA Nomor : OB0/KMA/SKMINZ008S tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan,

2, Pengadilan MNegeri Temate menyediakan meja pengaduan untuk menerima
pengaduan dari masyarakat atau pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan
peradilan termasuk pelayanan publik dan atau perilaku aparat pengadilan. Meja
pengaduan tidak menerima pengaduan yang terkait dengan isi dan putusan atau
tentang substansi perkara dan pengaduan tentang fakia atau penstiwa yang terjadi
lebih dari 2 (dua) tahun sebelum pengaduan diterima Khusus untuk pengaduan
tentang pelayanan pengadilan harus disampsaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sejak pengadu menerima layanan pengadilan.

3. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui meja pengaduan yang terdapat
di meja PTSF Pengadilan Negeri Ternate, atau melalui Sistern Informasi Pengawsasarn
Mahkamah Agung hitps://siwas mahkamahagung.go.id/ dan melampirkan bukti-bukfi
vang diperlukan,

4. Petugas meja pengaduan akan memberikan tands terima yang berisi nomor
pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi
mengenai status pengaduannya.

5. Pengadilan wajib menyampaikan informasi mengenai stalus pengaduan kepada
pelapor dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak
pengaduan disampaikan, dalam hal pelapor yang dapat mengakses tekhnologi
Informasi dapat mengecek perkembangan status pengaduannya melalui smartphone
dan komputer yang terkoneksi internet di hitps://siwas mahkamahagqung.go.id

6. Pengadilan Negen Termate melakukan pemeriksaan/klarifikasi terhadap Hakim
maupun pejabat pengadilan yang diadukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari
setelah aduan dimasukkan, dalam hal ads indikasi pelanggaran dan dilakukan
pemeriksaan, dibuatkan berita acara atas tindakan tersabut.

7. Layanan pengaduan di Pengadilan Negeri Ternate tidak dikenakan biaya
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B. PELAYANAN INFORMASI

1. Dasgar Hukum :
2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:
b. SK KMA Nomor 144/KMA/SKINN2007 tentang Keterbukaan Informasi di
Pengaditan:
¢ SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
Pengadilan.
2. Pengadilan menyediakan informasi antara lain mengenai :

a Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak
mendapatkan bantuan hukum, hak atas perkara Cuma-Cuma, serta hak-hak pokok
dalam proses persidangan;

Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan hakim dan pegawai:

Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran hakim dan pegawai;

Tata cara memperoleh pelayanan informasi, dan

Informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi

pu blik.

3. Pengadilan menyediakan akses informasi terhadap putusan secara online atau melalui
situs pengadilan, kecuali ferhadap putusan perkara yang berkaitan dengan kesusilaan
dan perkara pardata cerai.

4. Pengadilan Negeri Temate juga menyediakan petugas meja informasi di PTSP
Pengadilan negeri Ternate yang bertugas membantu Pemohon informasi dalam
mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang disediakan .

5. Petugas Informasi  langsung meneruskan formulir  permohonan  kepada
Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kerja terkait, apabila informasi yang diminta
tidak termasuk informasi yang membutuhkan ijin dari Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) dan dapat diberikan, maka informasi yang dimintakan dapat
diberikan paling lama 2 (dua) Jarm.

6. Apabila informasi tersebut membutuhkan ijin PPID maka dilakukan uji konsekuensi
berdasarkan Pasal 17 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik paling lambat 5
(lima) hari kerja, dalam hal ditolak PPID menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada
petugas informasi, untuk diberitahukan oleh petugas informasi paling lambat 1 (satu)
hari setelah ada pemberitahuan dan dalam hal informasi dapat diberikan, maka PPID
meminta Penanggungjawab Informasi di unit/satuan kera terkait untuk mencari dan
memperkirakan biays penggadaan dan wakiu yang diperlukan untuk mengandakan
informasi yang diminta dan menuliskannya dalam Pemberitahuan Tertulis, Petugas
Informasi memberitahukan hal itu kepada pemohon informasi paling lambat  1{satu)
har kerja.

7. Pengadilan dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan proses pengaburan
informasi atau informasi yang diperlukan sulit diternukan atau memiliki volume besar
sehingga memerlukan waktu untuk menggandakannya,

8. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan
informast yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi

8. Biaya yang dapat dimintakan hanya biaya penggandaan dan biaya PNBP
sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5§ Tahun 2019 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ysng berlaku pada
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
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PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK PERNAH SEBAGAI TERPIDANA
MELALUI ERATERANG

1

Dasar Hukum

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Nomor
44/DJUISK/HMO2.3/2/2018 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Plus (PTSP+) dan Surat Keterangan Elektronik (eraterang) di Lingkungan
Peradilan Umum

2. Persyaratan
a. Pas Photo 4 x 6 Background merah
b. Foto copy KTP yang sudah dilegalisir
c. Foto copy Kartu Keluarga (KK) yang sudah dilegalisir
d. Foto copy Akte Kelahiran sudah dilegalisir
e. Folo copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang sudah dilegalisir
f. Materai 6.000
g. Foto copy ijazah terakhir yang sudah dilegalisir
h. Mengisi formulir Permohonan Surat Keterangan dan Surat Pemyataan yang sudah
di sediakan pada meja PTSP
3. Prosedur
a. Masyarakat dapat Mendaftarkan dengan email pada aplikasi :
https /feraterang. badilum.mahkamahagung.go.id/daftar
b. Setelah terdaftar sebagai pengguna layanan eraterang pengguna harus membuka
kembali pada email pengguna dan mengaktivasinya, kemudian dapat mencetak
permohonan elektronik dan setelah diandatangani menyerahkan kepada meja
PTSP bagian Hukum untuk dapat mengambil surat keterangan tersebut.
4. Waktu Pelayanan adalah Setiap hari kerja
5. Pengadilan akan memungut biaya ftarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
perlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
6. Lama proses pelayanan sejak persyaratan dinyatakan lengkap paling lama 1 (satu)
jam.
PENDAFTARAN SURAT KUASA
1. Persyaratan
8. surat Kuasa Asli yang sudah ada Nomor perkara dan Bermetarai 6,000
b. Foto copy Kartu Advokat
c. Foto copy Berita Acara Sumpah Advokat
d. Surat Tugas dari Perusahaan Atau Organisasi ID Card dari Perusahaan atau
Organisasi, SK Pengangkatan Karyawan (Khusus PHI, Instansi dan Organisasi).
e, Foto copy KTP Pemberi Kuasa
f. Foto copy KTP Penerima Kuasa
2. Prosedur
Para advokat atau pemohon setelah persyaratan lengkap, bisa langsung
mendaflarkan Surat Kuasanya pada Meja PTSP Bagian Kepaniteraan Hukum
3. Waktu Pelayanan adalah Setiap harn kerja
4. Pengadilan akan memungut biaya /tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yvang
berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
5. Lama Proses pelayanan paling lama 1 (satu) Jam sejak dokumen persyaratan

dinyatakan lengkap.
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PENGESAHAN BADAN HUKUM

1

Persyaratan

a. Asli Akta Badan Hukumn dan Salinan Akta yang sudah dilegalisir

b. Foto copy NPWP Akta Badan Hukum

c. Foto copy NPWP Akta

d. Foto copy KTP Direktur

Prosedur

pemohon setelah persyaratan lengkap, bisa langsung mengesahkan Badan Hukum
pada Meja PTSP Bagian Kepaniteraan Hukum

. Waktu Pelayanan adalah Setiap harn kerja
. Pengadilan akan memungut bizya ftarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor

5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarf atas Jenis Penerimaan MNegara Bukan Pajak
yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya.

Lama Proses pelayanan paling lama 1 (satu) Jam sejak dokumen persyaratan
dinyatakan lengkap.

PERMOHONAN SURAT KUASA INSIDENTIL

1.

S

Persyaratan

a. Permehonan yang ditunjukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate

b. Surat Kuasa dari yang memberi kuasa kepada Penerima Kuasa

€. Surat Keterangan dari Kelurahan yang menerangkan ada hubungan Keluarga dari
yang memberi kuasa kepada yang diberi kuasa

d. Foto copy Gugatan / Permohonan (apabila telah didaftarkan)

e. Foto Copy KTP Pemberi & Penerima

f. Foto copy Kartu Keluarga

g. Foto copy Akte Kelahiran bagi penerima kuasa anak

. Prosedur

pemohon setelah persyaratan lengkap, bisa langsung memasukan Permohonannya
pada Meja PTSP Bagian Umum uniuk di disposisi

Wakiu Pelayanan adalah Setiap hari kerja

Pengadilan akan memungut biaya /tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor
S Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
yang beraku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya.

Lama Proses pelayanan paling lama 1 (satu) Jam sejak dokumen persyaratan
dinyatakan lengkap.

PERMINTAAN PENGEMBALIAN SISA PANJAR BIAYA PERKARA.

-1

Setelah putusan diucapkan Pemohon/Penggugat dapat menanyakan perincian
penggunaan panjar iaya perkara yang telah ia bayarkan di Meja PTSP layanan
perdata, dengan memberikan informasi nomor perkaranya.

- Pemegang Kas berdasarkan Buku Jumal Keuangan Perkara memberi penjelasan

mengenai rincian penggunaan biaya perkara kepada Pemohon/Penggugat.

- Apabila terdapat sisa panjar biaya perkaranya, maka Pemegang Kas membustkan

kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara dengan menuliskan jumlah uang
sesuai sisa yang ada dalam buku jurnal dan diserahkan kepada Pemohon/Penggugat
untuk ditanda tangani.

. Kwitansi pengembalian sisa panjar biaya perkara terdiri dari 3 (tiga)} lembar vang

terdini dari :
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- Lembar pertarma untuk pemegang kas.

- Lembar kedua untuk Pemohon/Panggugat

- Lembar ketiga untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara.
5. Lama Proses pelayanan paling lama 30 (tiga puluh) menit

IX. PELAYANAN MEJA PTSP SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
A. Standar Pelayanan Pengelolaan Surat Masuk
Dasar Hukum :

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor : 26/KMA/SKI2012 Tentang Standar
Pelayanan Peradilan
2. Peraturan-peraturan lain yang terkait

B. Prosedur Pelayanan Surat Masuk

1. Meja PTSP dalam menerima surat masuk membuat tanda ferima paling lama 10

menit surat diterima

2. Surat tersebut di pindai (scan) serta diinput ke dalam register surat masuk di aplikasi

PTSP paling lama 10 menit :

3. Surat tersebut diserahkan ke KetuaMakil Ketua untuk dilakukan disposisi mealalui

aplikasi PTSP paling lama 10 Menit :

4, Surat tersebut didisposisi ke Panitera/Sekretaris dan diteruskan ke bagian terkait,

Fanmud/Kasubbag mengisi pelaksanaannya pada aplikasi PTSP,

9. Petugas PTSP Bagian umum Keuangan mendistribusikan surat yang telah di
disposisi oleh Pimpinan ke bagian masing-masing serta mencelak lembar disposisi
untuk dilampirkan pada surat dan arsip paling lama 5 (lima) menit.

Pelayanan surat masuk tidak dipungut biaya.
7. Produk dari pelayanan pengelolaan surat masuk di distribusikan/ diserahkan/
dilaksanakan ke pihak yang dituju.

o

Ditetapkan di : TERNATE
Pada-Tanggal : 2 Januari 2020
L KETUA

- v ._:_.'

b % FAN, S.H.
NIBH0T00 5241994031001
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